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Dariy Redalty
MELAJU
BERSAMA

NAKHODA
BARU

adan Informasi Geospasial (BIG) resmi dipimpin nakhoda
Bbaru pada 27 Januari 2021. Di pundak Muh Aris Marfai

kini bersandar amanah untuk memastikan BIG dapat
melaju melaksanakan tugas yang diamanatkan Undang-Undang
Informasi Geospasial secara baik dan mampu mencapai target
yang ditetapkan.

Sebagai Kepala BIG yang baru, Muh Aris Marfai tentu memiliki
pemikiran dan pemahaman tersendiri tentang program kerja serta
berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi BIG sebagai penyelenggara tunggal Informasi Geospasial
(IG) di Indonesia. Karenanya, khusus edisi ini, redaksi menyajikan
artikel yang memuat pandangan dan langkah strategis yang akan
dilaksanakannya untuk memajukan BIG.

Pada rubrik BIG ISSUE, dibahas langkah dan strategi BIG
menyukseskan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) dan
pelaksanaan percepatan pembuatan peta dasar skala besar.
Termasuk membahas kemungkinan sumber pendanaan untuk
pembuatan peta dasar skala besar yang membutuhkan biaya
sangat tinggi, dan menguraikan teknologi pemetaan terbaru
yang dapat digunakan untuk mempercepat pemetaan di seluruh
wilayah Indonesia dengan biaya relatif lebih ringan dibanding
teknologi sebelumnya.

Aris juga menyampaikan betapa ia sangat concern dengan
sumber daya manusia (SDM) BIG. Strateginya untuk memperkuat
SDM BIG kami tampilkan dalam rubrik BIG CHANGE. Ada pula
rubrik BIG INTERVIEW yang membahas seputar pencapaian
Reformasi Birokrasi (RB) dalam kaitannya dengan peningkatan
kualitas SDM dan kesejahteraan karyawan di BIG.

Tidak ketinggalan, rubrik BIG UPDATE yang mengulas
berbagai upaya BIG untuk mengantisipasi masalah gap generasi
antarkaryawan yang kini menjadi fenomena di lingkungan kerja.
Spesial di rubrik BIG COMMUNITY, redaksi mengulas Dharma
Wanita Persatuan (DWP) BIG karena organisasi ini kini memiliki
ketua baru seiring dilantiknya Kepala BIG yang baru.

Akhir kata, semoga informasi yang tersaji pada edisi ini
bermanfaat adanya. Selamat membaca! (M)
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Kepala BIG Muh Aris Marfai pada acara Refleksi Tahunan BIG 2020 bertema BIG di antara pandemi dan UU Cipta Kerja yang
dilaksanakan secara luring dan daring di Kantor BIG, Rabu, 28 April 2021.

MEMBANGUN KULTUR POSITIF

DI LINGKUNGAN KERJA BIG

ampir seluruh program
H pembangunan nasional

membutuhkan dukungan data
dan Informasi Geospasial (IG). Badan
Informasi Geospasial (BIG)—sebagai
satu-satunya lembaga negara yang
menyelenggarakan Informasi Geospasial
(IG)—memikul tanggung jawab cukup
berat.

Tanggung jawab tersebut dapat
ditunaikan bila seluruh sumber daya
manusia (SDM) BIG melaksanakan
tugasnya secara profesional.
Sederhananya, profesional diartikan
sebagai orang yang menjalankan profesi
sesuai dengan keahliannya.

Ada tiga hal pokok yang melekat
pada sosok profesional, yaitu keahlian
(skill), pengetahuan dan wawasan
(knowledge), serta etika (attitude).
Skill dan knowledge memperlihatkan
kecakapan dan kepintaran seseorang
dalam bekerja. Namun, pintar dan
cakap saja tidak cukup menghasilkan
produktivitas kerja yang baik. Perlu
attitude untuk mendorong tercapainya
hasil maksimal.

Attitude adalah sikap atau perilaku
yang ditunjukkan sehari-hari kepada
sesama pegawai di lingkungan kerja,
seperti: sikap saling menghargai satu
sama lain; menghormati perbedaan;
tepat waktu dalam bekerja; bersikap
sopan; serta memiliki komitmen
menjalan tugas dan kewajiban dengan
penuh semangat.

Attitude yang baik akan membuat
suasana kerja menjadi menyenangkan,
memacu semangat, dapat merangsang
produktivitas, karena orang bekerja
dengan hati yang bahagia. Sebaliknya,
attitude yang buruk akan membawa
suasana kerja menjadi tegang, muram,
bahkan mencekam. Orang datang ke
kantor hanya untuk sekedar memenuhi
aturan absensi, dan bekerja seadanya.
Sekalipun memiliki keahlian dan
kecakapan dalam bidang yang ditangani,
tidak ada gairah, karena selama di
kantor batin merasa tertekan karena
dikelilingi oleh rekan yang suka
merendahkan orang lain, tidak objektif
dalam melakukan penilaian, serta suka
bergosip dan menghasut.

=

BIG MESSAGE .

Kepala Badan Informasi Geospasial
Mubh Aris Marfai menaruh perhatian
besar terhadap suasana lingkungan
kerja BIG. Sejak awal, Aris mengajak
seluruh pegawai BIG bersama-sama
menumbuhkan sikap positif atau
attitude yang baik dalam bekerja.

“Kita harus bisa bekerja
bersama, saling menghargai, toleran,
memfasilitasi, mempercayai satu sama
lain. Mindset ini perlu kita munculkan.
Kultur organisasi perlu kita bangun
menjadi yang kultur positif. Ini
menjadi energi yang bagus untuk kita
berkembang bersama,” tuturnya.

Aris mengingatkan untuk
menghindari membicarakan hal-hal
negatif yang dapat merugikan diri
sendiri dan lembaga BIG, karena
pembicaraan negatif berdampak buruk
pada kesehatan mental. Setiap orang
semestinya sadar dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing.

“Tidak perlu metani orang lain, yang
penting kita bekerja yang benar,” pesan
Aris.CMeD

INDONESIA
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Kepala Badan Informasi Geospasial Muh Aris Marfai (keempat dari kiri) saat acara Sosialisasi Perpres Nomor 23 Tahun 2021 terkait Kebijakan Satu Peta

pada Kamis, 29 April 2021 di Jakarta.

KOMITMEN DAN PENCAPAIAN BIG
DALAM KEBIJAKAN SATU PETA

Percepatan Kebijakan Satu Peta menunjukkan progres
menggembirakan. Memang belum sepenuhnya rampung,
namun harapan tersedianya satu sumber data spasial
dengan satu standar, satu referensi, dan satu basis data
yang dapat dimanfaatkan kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah telah terwujud. ‘Indonesia lebih baik;

bukan lagi slogan semata.

adan Informasi Geospasial (BIG)
memiliki nakhoda baru sejak

27 Januari 2021. Usai dilantik
sebagai Kepala BIG, Muh Aris Marfai
menegaskan akan bekerja serius
memenuhi target untuk mendukung
terlaksananya program pembangunan
nasional.

Ada tiga pekerjaan besar nasional
terkait dengan Informasi Geospasial (IG)
yang diamanatkan kepada BIG. Pertama,
Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP).
Kedua, pengadaan peta dasar skala
besar. Ketiga, penyelenggaraan nama
rupabumi.
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“PKSP merupakan upaya
perwujudan peta tematik yang berfungsi
sebagai acuan perbaikan data Informasi
Geospasial Tematik (IGT) masing-
masing sektor dan sebagai acuan
perencanaan pemanfaatan ruang skala
luas yang terintegrasi dalam dokumen
Rencana Tata Ruang,” kata Aris.

Aris menjelaskan, PKSP
dimandatkan dalam Peraturan
Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Kebijakan
Satu Peta (KSP) dan bagian dari Paket
Kebijakan Ekonomi VIII. PKSP diyakini
menjadi solusi untuk menjawab
berbagai tantangan dan hambatan
selama proses pembangunan yang
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seringkali bermuara pada konflik
tumpang tindih penggunaan lahan.

Dalam program PKSP, BIG menjadi
bagian utama dari tim besar yang
bekerja di bawah koordinasi Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian.
Secara garis besar, Tim PKSP dibagi
menjadi tiga bagian, yakni tim
percepatan, tim pelaksana, serta
sekretariat.

Tim percepatan diketuai Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian,
dengan anggota Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional,
Menteri Keuangan, Menteri Dalam
Negeri, Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, Menteri Agraria
dan Tata Ruang, serta Sekretariat
Kabinet. Tim percepatan berperan
mengambil keputusan strategis terkait
implementasi kegiatan PKSP.

Sedangkan, tim pelaksana diketuai
Kepala BIG, dengan Deputi Bidang
Pengembangan Regional Kementerian
PPN/Bappenas sebagai wakil
ketua 1 dan Direktur Jenderal Bina
Pembangunan Daerah Kementerian
Dalam Negeri sebagai wakil ketua 2. Tim
pelaksana bertanggung jawab terkait
koordinasi dan teknis pelaksanaan
kegiatan PKSP yang melibatkan
kelompok kerja dan walidata.

Terakhir, Sekretariat Tim PKSP
diketuai Deputi VI Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian,
dengan Deputi Il Kantor Staf Presiden
sebagai wakil ketua I dan Deputi IGT
BIG sebagai wakil ketua II. Sekretariat
tim PKSP bertanggung jawab mengatur
implementasi kegiatan PKSP dalam day-
to-day basis.

Dalam implementasinya, kegiatan
PKSP dibagi menjadi tiga kegiatan
utama yang dilaksanakan secara
berurutan, yakni kompilasi, integrasi
dan sinkronisasi.

1. Kompilasi berupa kegiatan
mengumpulkan IGT yang
dimiliki kementerian/lembaga/
pemerintah daerah. IGT yang
dikompilasi sebanyak 85 peta
tematik.

2. Integrasi merupakan kegiatan
koreksi dan verifikasi IGT
di atas peta dasar Informasi
Geospasial Dasar (IGD).

3. Sinkronisasi adalah kegiatan
penyelarasan IGT yang telah
selesai diintegrasi, termasuk
di dalamnya penyelesaian
permasalahan tumpang tindih
antarIGT.

IMPORTANT ROLE

Aris mengatakan, BIG memegang
important role dalam PSKP karena
bertanggung jawab melaksanakan
kompilasi dan integrasi, dua urutan
pertama dalam PKSP. Sedangkan,
kegiatan sinkronisasi merupakan
tanggung jawab Kementerian
Perekonomian.

Pengerjaan kompilasi dan integrasi
PSKP dilaksanakan dengan pendekatan
kewilayahan. Adapun pengerjaan
sinkronisasi bergantung pada kesiapan
IGT yang telah selesai diintegrasikan
BIG.

“Sebetulnya, KSP itu program
sinkronisasi data spasial seluruh
kementerian dan lembaga. Kementerian
atau lembaga yang memiliki data
spasial, menjadi walidata bidang
sektoral yang mereka miliki.

Misalnya, kehutanan, pertanian, dan
pertambangan memiliki data spasial
masing-masing. Jadi, BIG (juga)
mempunyai fungsi sinkronisasi,
koordinasi, dan pembinaan,” urai Aris.

Fungsi pembinaan yang
dilaksanakan BIG dalam PKSP mengacu
pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2011 tentang Informasi Geospasial. UU
ini dikuatkan dengan Perpres Nomor 94
Tahun 2011 yang menjabarkan bahwa
BIG bertugas menyelenggarakan dan
membina jaringan IG.

INDONESIA
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“Artinya, (membina) bagaimana
(membuat) georeferensinya, bagaimana
kaidah stepping penyusunan petanya,
bagaimana dengan resolusi yang
terkait dengan skala, terkait dengan
kedetailan, dan sebagainya. Ini akan
kita kembangkan lagi, sebagai bukti
komitmen bahwa kita selalu mendukung
dan mendorong. Maka terkait dengan
Kebijakan Satu Peta, kedeputian IGT
itu tugasnya termasuk mendampingi,
membina, monitoring, mengkoordinasi,”
imbuh Aris.

Melaksanakan tugas dan fungsi
pembinaan terhadap jaringan IG
merupakan tantangan tersendiri.

Sebab, menyamakan persepsi seluruh
kementerian/lembaga bukanlah perkara
mudah.

“Memang dalam perjalanannya,
kita masih perlu melakukan beberapa
improvement terkait pembinaan data.
Misalnya, menyamakan persepsi seluruh
kementerian/lembaga. Artinya, kita
harus bersedia duduk sama rendah
berdiri sama tinggi,” tutur Aris.

BERHASIL

Menurut Aris, BIG telah menjalankan
tugas dengan baik. Bahkan, bisa
dikatakan sukses mengemban amanabh,
walaupun pekerjaan PKSP belum
rampung 100 persen.

“Dari 85 peta tematik yang
ditargetkan, telah selesai dikompilasi
dan diintegrasi 84 peta tematik. Tinggal
satu peta tematik yang belum tuntas,
yaitu peta batas administrasi kelurahan
atau desa,” terang Aris.

Kendala penyelesaian peta tematik
terakhir adalah luasnya wilayah
Indonesia. Ada ribuan desa yang harus
dituntaskan batas wilayahnya dengan
mempertimbangkan banyak hal, seperti
hak adat dan sosiologis masyarakat.

“Program satu peta saya
bilang sukses, karena kita bisa
memberikan kesadaran bersama
bahwa data geospasial itu penting,
sehingga awareness ini berlangsung,
ditindaklanjuti di setiap kementerian
dan lembaga. Misalnya dengan
menyediakan data yang appropriate.

GEOPORTAL KEBIJAKAN SATU PETA

Data appropriate itu sangat tajam
sekali manfaatnya untuk seluruh
keberlangsungan seluruh proses
pembangunan,” tutur Aris.

Sekarang ini, PKSP berlanjut pada
tahap sinkronisasi. Kemungkinan akan
ada kesinambungan antara sektor satu
dengan sektor lain yang menyebabkan
tumpang tindih kepentingan dan data
geospasial.

“Kemarin di Kemenko
Perekonomian kita sudah menyusun
peta tumpang tindih untuk
mengidentifikasi. Mekanisme
berikutnya akan kita sepakati untuk
duduk bersama mencari sinkronisasi.
Sehingga, fungsi kita (BIG) sebetulnya
merambah melakukan koordinasi
untuk sinkronisasi. Itu mungkin yang
perlu kita selesaikan dalam PKSP tahap
kedua,” tandas Aris.(™¢D

etahun yang lalu, pada tanggal 2 Februari 2020, Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas
Mengenai Kebijakan Satu Peta yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, meminta agar
informasi geospasial yang telah dihasilkan dari Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta bisa diakses dalam
satu geoportal. Tujuannya agar masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat
memperoleh satu sumber data spasial, satu standar, satu referensi, satu basis data, dalam satu geoportal.

Badan Informasi Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
telah membuat Geoportal Kebijakan Satu Peta yang berisikan berbagai informasi tentang ‘Satu Peta Satu
Nusantara’ Antara lain menjelaskan bahwa peta tematik dalam Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta mencakup
7 (tujuh) tema, yaitu batas wilayah, kehutanan, perencanaan ruang, sarana prasarana, perizinan dan
pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan, kawasan khusus dan transmigrasi. Ketujuh tema tersebut
tersebar di 34 provinsi yang menjadi kewenangan 19 (sembilan belas) kementerian/lembaga yang terlibat
sebagai walidata Informasi Geospasial Tematik (IGT).

Geoportal ini juga menyediakan fitur ‘Buku Panduan’ yang dapat membantu para user mencari informasi
yang diinginkan. Dalam fitur ‘Buku Panduan’ ini juga tercantum daftar 85 peta tematik yang menjadi target

program PKSP.

Geoportal Kebijakan Satu Peta dapat diakses dengan alamat https://portalksp.ina-sdi.or.id.

INDONESIA
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Surveyor BIG melakukan verifikasi titik dasar di Pulau Alor, NTT pada November 2020.

MENGEJAR PEMBUATAN

PETA DASAR SKALA BESAR
LANGKAH JITU SKEMA KPBUMN

Kebutuhan negara terhadap ketersediaan peta dasar skala
besar sudah mendesak. BIG mengerahkan segala daya

upaya, berjibaku menuntaskan pekerjaan besar ini dengan
tenggat waktu tahun 2024.

elama tiga tahun ke depan,

Badan Informasi Geospasial

(BIG) berkonsentrasi penuh

menyelesaikan pembuatan peta
dasar skala besar seluruh wilayah
Indonesia. BIG menargetkan, setiap
tahunnya merampungkan pembuatan
peta skala besar seluas 400.000
kilometer persegi.

“Kita akan bekerja secara serius
untuk percepatan pengadaan peta dasar
yang menjadi suatu keharusan,” kata
Kepala BIG Muh Aris Marfai usai dilantik
sebagai nakhoda BIG pada 27 Januari
2021.

Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi
dan Toponim BIG Ade Komara

menjelaskan, pembuatan peta skala
besar mencakup wilayah seluas
1.992.000 kilometer persegi. Pekerjaan
ini diharapkan tuntas pada 2024.

Guna menyelesaikan pekerjaan
besar tersebut, BIG memiliki panduan
pelaksanaan berupa Peraturan
Badan Informasi Geospasial Republik

DONESIA
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Focus Group Discussion terkait Online Single Submission di BIG pada 13 Agustus 2019.

Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Standar Pengumpulan Data Geospasial
Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar
Skala Besar. Peraturan ini di antaranya
menetapkan ukuran skala pemetaan.

Peta skala besar adalah yang
mencakup ukuran 1:1.000, 1:2.500,
1:5.000, dan 1:10.000. Selain itu, juga
ditentukan metode pengumpulan data
geospasial dasar untuk pembuatan

peta dasar berskala besar yang
dilaksanakan dengan menggunakan: a)
survei pemotretan udara menggunakan
kamera metrik; b) survei pemotretan
udara menggunakan kamera non-
metrik; dan c) survei LiDAR (Light
Detection and Ranging).

Pengerjaan pemetaan skala besar
saat ini sudah mulai berjalan. Hingga
akhir 2020, BIG telah memetakan

dua persen dari keseluruhan wilayah
target. Sisanya, 98 persen akan dikebut
diselesaikan dalam tiga tahun ke depan.

SKEMA KPBUMN

Aris memaparkan, percepatan
pengadaan peta skala besar menghadapi
beberapa tantangan dari sisi tenaga,
teknologi, dan dana. Perlu dicari
jalan keluarnya, agar target yang
direncanakan dapat tercapai.

INDONESIA
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Dari sisi keterbatasan tenaga
atau sumber daya manusia (SDM),
dapat diatasi dengan menggandeng
pihak ketiga yang memiliki tenaga
dan peralatan memadai. Sedangkan,
kelemahan dari sisi teknologi, bisa
diatasi dengan berbagai alternatif.

“Teknologi yang kita gunakan
bisa dengan substitute, hybrid, atau
berbagai macam alternatif teknologi
lainnya. Bisa dengan LiDAR, radar,
ataupun citra satelit. Kemudian, kita
prioritaskan mana yang harus dilakukan
dengan teknologi-teknologi tersebut.
Di tempat mana teknologi itu harus
diimplementasikan. Sehingga, dengan
variasi ini kita bisa meng-cover luasan
yang lebih luas,” tuturnya.

Aris mengakui, program percepatan
pembuatan peta dasar skala besar
tentunya membutuhkan dana sangat
besar. Cukup berat dan sulit bila
semua pembiayaannya mengandalkan
Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN).

“Untuk pendanaan, apakah kita
bisa kerja sama dengan internasional?
Apakah memungkinkan bila bekerja
sama dengan BUMN (Badan Usaha Milik
Negara)? Apakah kita bisa mendapatkan
pendanaan dengan skema lain dari
pemerintah, yang non-APBN? Nah,
sekarang sedang kita lakukan untuk
beberapa alternatif itu,” kata Aris.

Awal Maret 2021, masalah sumber
pembiayaan ini mendapatkan titik
terang. Pertemuan antara Kepala
BIG dengan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional (PPN)
menyepakati skema Kerja Sama antara
Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha
Milik Negara (KPBUMN).

Nantinya, ada dua alternatif
pembiayaan. Pertama, biaya pembuatan
peta dasar skala besar seluruhnya
ditanggung BUMN. Kedua, biaya
ditanggung bersama antara pemerintah
dan BUMN.

“Jadi, konsepnya nanti ada badan
usaha yang berinvestasi mengerjakan
peta dasar. Itu kan perlu biaya besar.
Nanti mereka punya hak melakukan
komersialisasi terhadap peta dasar
itu. Peta dasarnya tetap milik BIG,
tapi mereka punya hak mendapatkan

komersialisasi dari peta dasar tersebut,”
tutur Ade Komara.

Konsep KPBUMN ini sekaligus
menjadi solusi jitu untuk menjaga
kerahasiaan peta dasar Indonesia.
“Peta dasar merupakan data strategis,
tidak boleh sembarangan orang
yang mengerjakan. Kalau BIG yang
mengerjakan, BIG full control. Kalau
pengerjaannya dilempar ke badan
usaha, harus kita kontrol juga. Jangan
sampai bocor ke negara lain,” jelas Ade.

Berdasarkan pertimbangan di
atas, disepakati kerja sama hanya
dilakukan dengan BUMN. Karena
itulah, muncul konsep KPBUMN dalam
penyelenggaraan Informasi Geospasial
Dasar (IGD).

Opsi pendanaan dengan skema
KPBUMN memiliki kelebihan dibanding
opsi lain. Dari sisi keuangan, lebih
menguntungkan karena bukan
pinjaman. Sehingga tidak memberikan
beban utang dan bayar bunga.

Dari sisi pelaksanaan, bisa
berlangsung lebih cepat. Sebab, tidak
perlu melalui proses tender terbuka
yang memakan waktu sebagaimana
aturan dalam perdagangan barang dan
jasa sesuai Perpres 16 Tahun 2018.

Sebagai tindak lanjut, pelaksanaan
KPBUMN telah memiliki payung hukum.
Presiden Joko Widodo pada 2 Februari
2021 menandatangani Peraturan
Presiden Nomor 11 tahun 2021 tentang
Kerja Sama Pemerintah Pusat dengan
Badan Usaha Milik Negara dalam
Penyelenggaraan Informasi Geospasial
Dasar.

Perpres tersebut menyebutkan,
Menteri BUMN akan menyediakan daftar
perusahaan BUMN di bidang jasa survei
yang dianggap mampu mengerjakan
percepatan pemetaan skala besar. BIG
kemudian melakukan seleksi terhadap
perusahaan-perusahaan tersebut.

Saat tulisan ini diturunkan,
BIG sedang menyiapkan Peraturan
Badan Informasi Geospasial terkait
pelaksanaan KPBUMN untuk
pembuatan peta dasar skala besar yang
ditetapkan Kepala BIG awal April 2021.
“Perhitungan kami, proses perencanaan,
penyiapan KPBUMN, penyiapan kontrak,

dokumen pengadaan, dan segala
macamnya itu membutuhkan waktu

tiga bulan. Berarti, Juli bisa kontrak
dengan BUMN yang terpilih. Selambat-
lambatnya Agustus sudah bisa mulai
pelaksanaan pekerjaannya,” ungkap Ade.

TANTANGAN

Percepatan pembuatan peta dasar
skala besar merupakan salah satu
program prioritas pemerintah yang
dibutuhkan untuk berbagai program
pembangunan. Kebutuhan mendesak
sekarang ini adalah untuk keperluan
pembuatan Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR) yang wajib dibuat dalam skala
1:5.000.

RDTR sangat diperlukan
untuk penetapan Online Single
Submission (0SS), yaitu sistem yang
mengintegrasikan seluruh pelayanan
perizinan secara elektronik. OSS ini di
bawah kewenangan menteri/pimpinan
lembaga, gubernur, atau bupati/wali
kota.

0SS memudahkan masyarakat
mendapatkan izin usaha, baik itu usaha
mikro, kecil, menengah, dan besar. Salah
satunya, pengajuan izin usaha sesuai
dengan RDTR tidak perlu lagi mengurus
izin lokasi.

Adanya 0SS memberikan kepastian
izin usaha yang tinggi kepada investor,
sehingga memberi peluang terjadinya
pertumbuhan ekonomi. Kehadiran
peta dasar skala besar ini diharapkan
membawa perubahan besar bagi
pembangunan dan kemajuan Indonesia.

“Saya membayangkan kalau
kita selesai dengan pemetaan dasar,
turunannya itu banyak sekali. Challenge
saat ini adalah pada turunan untuk
melakukan analitik dari peta dasar.
Komersialisasi, dunia teknologi,
semuanya, mau ngomong analisis
resources, mau ngomong sumber daya,
mau ngomong kebencanaan, mau
ngomong aksesibilitas, mau ngomong
infrastruktur, basisnya di informasi
geospasial. Anda bisa melakukan
analisis itu dari data dasarnya,” tandas
Ade.(MED
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SATU DATA INDONESIA

DATA SPASIAL DALAM SATU PORTAL

Implementasi kebijakan Satu Data
Indonesia diharapkan menggiring
terbentuknya program
pembangunan yang efektif dan
berdayaguna bagi kemaslahatan
orang banyak.
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epala Badan Informasi

Geospasial (BIG) Muh Aris

Marfai menekankan, lembaga

yang dipimpinnya saat ini harus
fokus menyukseskan implementasi
kebijakan Satu Data Indonesia (SDI)
yang termasuk dalam agenda prioritas
nasional. Hal ini sejalan dengan amanat
Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional (PPN)/ Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas) Suharso Monoarfa saat
pelantikan Kepala BIG pada 27 Januari
2021.

“Implementasi SDI dan Kebijakan
Satu Peta (KSP) memerlukan upaya
nyata. Hal ini sering dipesankan
Bapak Presiden dalam beberapa
kesempatan ratas (rapat terbatas).
Peranan BIG sebagai Pembina
Informasi Geospasial Tematik (IGT),
diharapkan betul perannya. Sehingga
integrasi seluruh peta tematik yang
dibutuhkan untuk mendukung
pembangunan berkelanjutan (SDG’s)
dapat terselesaikan pada waktunya.
Untuk itu, rakor (rapat koordinasi)
tentang kebutuhan IGT perlu dilakukan
sehingga tidak ada yang terlewat, atau
redundant,” kata Suharso.

SDI adalah kebijakan tata kelola
data pemerintah yang bertujuan
menciptakan data berkualitas, mudah
diakses, dan dapat dibagipakaikan
antarinstansi pusat serta daerah. SDI
diharapkan menjadi solusi mengatasi
problematika karut-marut data yang
sangat kompleks di Indonesia. Mulai
dari tumpang tindih data, pengertian
dan pemahaman terhadap data yang
berbeda-beda, sampai data yang tidak
dapat dibagipakaikan.

Selama ini, banyak ditemukan
berbagai varian data untuk objek
yang sama. Data yang muncul
bergantung pada pembuatnya dan
untuk kepentingan apa dibuat. Data
yang beragam ini memunculkan
tumpang tindih kebijakan, yang justru
merugikan dan mengganggu program
pembangunan.

Contoh di bidang pertanian, pada
2018 terjadi perbedaan data produksi
gabah kering giling yang cukup
signifikan antara yang dikeluarkan
Badan Pusat Statistik dengan
Kementerian Pertanian. Detik.com

melansir data produksi gabah kering
giling yang dikeluarkan BPS (83,6 ton)
lebih besar 47 persen dibanding data
yang dikeluarkan Kementan (56,5 ton).

Pilihan sumber data memengaruhi
kebijakan jumlah impor beras, yang
waktu itu naik sekitar 2 juta ton
dibanding tahun sebelumnya. Tak elak,
kebijakan menaikkan jumlah impor
beras ini pun mengundang pertanyaan
dan perdebatan karena bila mengacu
pada angka yang dikeluarkan BPS,
impor beras tidak perlu sebesar itu.

Di bidang geospasial, tumpang
tindih data menyebabkan terjadinya
ketidakpastian hukum mengenai
kepemilikan dan peruntukan lahan,
yang pada akhirnya menghambat
terlaksananya kegiatan produktif di
sekitar areal lahan yang disengketakan.
Sebagai gambaran—dilansir dari
situs tempo.co—tahun lalu (2020)
Direktur Jenderal Penanganan Masalah
Agraria, Pemanfaatan Ruang dan
Tanah, Badan Pertanahan Nasional
(BPN) Raden Bagus Agus Widjayanto
mengungkapkan, pihaknya menerima
aduan masalah sengketa lahan rata-rata
3.000 kasus dalam setahun. Dengan
adanya satu basis data geospasial,
konflik sengketa lahan dapat dieliminir.

PERPRES NOMOR 39 TAHUN 2019

Kebijakan SDI tertuang dalam
Peraturan Presiden Nomor 39 tahun
2019 tentang Satu Data Indonesia.
Dalam implementasi SDI, secara
keseluruhan data dibagi dalam tiga
kategori, yakni data statistik, data
keuangan negara, dan data geospasial.

BIG memiliki peran khusus sebagai
pembina data geospasial, Badan Pusat
Statistik (BPS) sebagai pembina data
statistik, dan Kementerian Keuangan
sebagai pembina data keuangan. Seluruh
data yang terintegrasi dalam SDI harus
memenuhi ketentuan-ketentuan yang
ditetapkan dalam Perpres Nomor 39
Tahun 2019. Antara lain, dibuat dengan
memenuhi prinsip-prinsip berikut:

¢ Datayang dihasilkan produsen data
harus memenuhi standar data;

e Datayang dihasilkan produsen data
harus memiliki metadata;

¢ Data yang dihasilkan produsen
data harus memenuhi kaidah
interoperabilitas data; dan

e  Datayang dihasilkan produsen data
harus menggunakan kode referensi
dan/atau data induk.

Penentuan standar data, harus
mengacu pada karakteristik atau ciri
khusus data yang distandarkan. Standar
data ini ditetapkan oleh pembina
data, di mana standar data geospasial
ditetapkan oleh BIG, dan standar data
statistik ditetapkan oleh BPS.

Adapun standar data selain lingkup
statistik dan geospasial, ditetapkan
pembina data lainnya di tingkat pusat,
seperti data mengenai kesehatan
ditetapkan Kementerian Kesehatan
dan data terkait dengan pendidikan
ditetapkan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.

GEOPORTAL

Bagi BIG, upaya yang dilakukan
dalam mensinergikan data geospasial
di seluruh Indonesia dengan program
satu data, kait-berkait dengan upaya
pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

“Data geospasial ini kan krusial
dalam kaitannya dengan satu data
bersama dengan data BPS (Badan Pusat
Statistik) dan bersama dengan data
keuangan. Sehingga kita juga harus
meyakinkan bahwa di dalam mengawal
program satu peta, kita juga melakukan
pembinaan (data geospasial), sehingga
data yang diinput untuk satu data
menjadi benar, menjadi relevan,” kata
Aris.

Saat ini, BIG telah mengembangkan
portal khusus untuk mendukung
kebijakan SDI. Portal yang dapat
diakses dengan alamat http://portal.
ina-sdi.or.id/ ini dapat dijadikan basis
data dalam penyusunan kebijakan,
perencanaan tata ruang, serta
penyelesaian berbagai masalah yang
terkait dengan spasial di Indonesia.

Dengan adanya satu peta yang
termuat dalam satu geoportal,
diharapkan tidak ada lagi perbedaan
basis data dalam penyusunan
kebijakan, perencanaan tata ruang,
serta penyelesaian berbagai masalah
yang terkait dengan spasial di negara
Indonesia.(™Me)
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TEROBOSAN-TEROBOSAN BARU
DALAM PENYELENGGARAAN IG

UU Cipta Kerja turut
mengubah UU Informasi
Geospasial. BIG bergerak cepat
melakukan penyesuaian, agar
penyelenggaraan IG, terutama
yang berkaitan dengan
pembuatan peta dasar skala
besar, berjalan sesuai target.

alah satu gerak cepat yang harus
dilakukan Badan Informasi
Geospasial (BIG) adalah

menerapkan Undang-Undang
(UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja dalam rutinitas BIG. UU
yang terlahir dari Omnibus Law Cipta
Kerja ini telah mengubah lebih dari 81
UU yang menyangkut 1.244 pasal. UU
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial (IG) termasuk yang terkena
dampak.

Secara substansi, UU Cipta Kerja
memuat 11 kluster. Semuanya mengarah
pada penciptaan lapangan kerja serta
mengundang investasi dari dalam
dan luar negeri melalui pengurangan

14| Geospasial voL. vill NO. 1, JANUARI-APRIL 2021



BIG FOCUS

persyaratan peraturan untuk izin usaha
dan pembebasan tanah.

Salah satu kluster berkaitan dengan
penyederhanaan perizinan. Dalam hal
ini, UU IG turut mengalami perubahan
karena berkaitan dengan proses
perizinan lokasi.

Sekarang ini, berlaku aturan bahwa
izin lokasi di suatu daerah dikeluarkan
sesuai dengan online single submission
(OSS). Pembuatan OSS mengacu pada
Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
masing-masing daerah.

Pembuatan RDTR sangat bergantung
pada ketersediaan peta dasar skala
besar, yang menjadi tanggung jawab BIG
untuk menghadirkannya. Hingga awal
2021, baru 3,5 persen atau 65 RDTR
selesai dibuat dari total 1.838 RDTR
yang dibutuhkan.

Sedikitnya Peta RDTR yang rampung
dikarenakan ketersediaan peta dasar
skala besar masih sangat terbatas.
Untuk mendorong pembuatan RDTR—
yang diharapkan dapat meningkatkan
laju investasi—pemerintah menjadikan
percepatan pembuatan peta skala besar
masuk dalam program prioritas.

Pekerjaan ini tidak mudabh,
membutuhkan sumber daya manusia
(SDM), teknologi, dan dana besar.
Namun, harus dilaksanakan karena
sangat penting demi kemajuan dan
keberhasilan pembangunan Indonesia,
baik skala nasional maupun daerah.

LIMA SUBSTANSI

Dengan berlakunya UU Cipta Kerja,
ada pasal-pasal yang berubah pada UU
IG, antara lain:

e Pasal 20 diubah menjadi Pasal 1.

e Pasal 28 terkait dengan
penyempurnaan pengaturan
penyelenggaraan IG.

e Pasal 7, Pasal 13, dan Pasal 17
terkait dengan pengintegrasian
terkait peta dasar

e Pasal 18 tentang perubahan
penyederhanaan skala peta
dasar.

e Pasal 22a terkait penyusunan
rancangan peraturan presiden
tentang Informasi Geospasial

Dasar (IGD) melalui kerja sama
pemerintah pusat dengan Badan
Usaha Milik Negara (KPBUMN),

e Pasal 55 penyempurnaan
pengaturan tentang tenaga
profesional bidang IG.

Secara keseluruhan, terdapat lima
substansi yang berubah dalam struktur
UU IG. Seluruhnya bermuara pada
percepatan penyediaan peta dasar skala
besar. Perubahan tersebut meliputi:

1. Penyempurnaan pengaturan
mengenai penyelenggaraan IG.

2. Pengaturan terkait integrasi
peta dasar wilayah darat dan
laut.

3. Penyederhanaan skala peta
dasar .

4. Pengaturan mengenai tenaga
profesional bidang IG.

5. Penyusunan rencana perpres
penyelenggaraan IGD melalui
KPBUMN.

Kepala BIG Muh Aris Marfai optimis
BIG dapat melakukan penyesuaian
dengan UU Cipta Kerja. Walaupun secara
substansi ada perubahan, tetapi secara
garis besar tidak mengubah tugas pokok
dan fungsi BIG sebagai penyelenggara
dan penyedia IG.

“Sebetulnya, peraturan yang akan
muncul dari turunan UU Cipta Kerja ini
sebagian besar sudah menjadi nafas
kita. Sebagian besar sudah menjadi
urat nadi proses kita sehari-hari.
Sehingga, kita disitu memantapkan,
kemudian melakukan akselerasi, dan
menyesuaikan dengan peraturan yang
baru,” tutur Aris.

Terkait penerapan UU Cipta Kerja,
BIG akan menyiapkan organisasi
profesional melalui Susunan Organisasi
dan Tata Laksana (SOTK). Perubahan
yang akan terjadi harus disiapkan
matang, terutama di bidang IGD dan
pusat lain, seperti Pusat Pemetaan
Rupabumi dan Toponim (PPRT), Pusat
Pemetaan Batas Wilayah (PPBW), dan
Pemetaan Kelautan dan Lingkungan
Pantai (PKLP). Ketiga pusat tersebut
memiliki satu output, yaitu Peta

Rupabumi Indonesia (RBI).

“Kita akan melihat perkembangan
dalam perjalanannya. Apakah program
prioritas kita masih dapat ditangani
unit-unit tersebut, atau program-
program yang jadi prioritas itu kurang
relevan. Misalnya, tidak bisa di-support
dengan maksimal. Dari situ, kita bisa
melakukan evaluasi, apakah misalnya
tupoksi dari unitnya diperbaiki,
kemudian nomenklaturnya diperbaiki,
dan sebagainya,” jelas Aris.

Tentunya BIG akan menyiapkan
tenaga kerja profesional bidang IG untuk
menjawab tantangan penerapan UU
Cipta Kerja. Upaya tersebut diperjelas
pada peraturan turunan dari UU Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
dengan mendetailkan kebutuhan ahli
dan tenaga terampil di bidang IG beserta
kewenangan dan tanggung jawabnya.

TEROBOSAN

Terkait penyediaan peta dasar, BIG
telah melakukan beberapa terobosan.
Di antaranya menyederhanakan peta
menjadi tiga kategori, yaitu peta skala
besar, peta skala menengah, dan peta
skala kecil.

Peta skala besar yaitu 1:1.000 dan
1:5.000, peta skala menengah 1:25.000
dan 1: 50.000, sedangkan peta skala
kecil 1:250.000 dan 1:1.000.000.
Sebelumnya, dalam UU Nomor 4 Tahun
2011 tentang IG, skala peta sangat
bervariasi, seperti peta skala 1:1.000,
1:2.500, 1:5.000, 1:10.000, 1:25.000,
1:50.000, 1:100.000, 1:250.000,
1:500.000 dan 1:1.000.000.

Terobosan lain, dilakukan
pembuatan peta tiga dimensi (3D)
untuk menggambarkan tinggi, koordinat
horizontal x, y lintang bujur dari suatu
wilayah. Targetnya, peta 3D akan
dibuatkan untuk seluruh wilayah
Indonesia.

BIG juga melakukan gebrakan baru
dalam sumber pembiayaan. Amanat UU
Cipta Kerja memberikan alternatif solusi
pendanaan kegiatan penyelenggaran
IG dengan membuka kesempatan BIG
melaksanakan mekanisme KPBUMN.

Kerja sama tersebut memberikan
alternatif sumber pembiayaan selain
Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN) untuk penyelenggaraan
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pemutakhiran IGD seluruh wilayah
Indonesia. Kegiatan ini membutuhkan
anggaran sangat besar, yang angkanya
mencapai Rp40 triliun hingga Rp80
triliun per tahun.

Mekanisme KPBUMN menjadi
salah satu upaya untuk menutup
gap pembiayaan yang dibutuhkan
dalam memenubhi target IGD. Untuk
merealisasikan KBUMN, BIG tengah
menyiapkan regulasi pelaksanaan
penyediaan IGD.

Deputi Bidang Informasi Geospasial
Dasar Arief Syafi'i mengatakan, regulasi

Surveyor melakukan pemetaan batas wilayah di Alor NTT.

akan disiapkan dalam waktu dekat,
segera setelah diterbitkannya peraturan
presiden tentang BIG. Regulasi tersebut
memuat pengaturan kemandirian

BIG dalam pembiayaan dari upaya
kerjasama KPBUMN yang telah
dilaksanakan.

“Mudah-mudahan segera beroperasi
sehingga ke depannya anggaran BIG
tidak bergantung lagi ke APBN,” ujar
Arief.

Pada dasarnya, UU Cipta Kerja

menyangkut banyak hal yang
diharapkan membawa dampak positif

bagi kemajuan pembangunan nasional.
Karenanya, Arief berharap implementasi
UU Cipta Kerja dapat disosialisasikan
secara serentak di bawah koordinasi
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian. Sehingga masyarakat
mengetahui bahwa program
pembangunan terus berjalan dan
aspirasi masyarakat diserap pemerintah.
(*MGI)
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Tugas pemimpinlah

untuk menyemangati

semua jajaran di
bawahnya.

Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai melantik dan mengambil sumpah janji 57 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pejabat Fungsional
di lingkungan BIG pada 25 Februari 2021.

STRATEGI MANAJEMEN SDM BIG

NO ONE LEFT BEHIND

ebuah lembaga dapat

menjalankan tugas pokok dan

fungsinya dengan baik jika

didukung sumber daya manusia
(SDM) yang profesional. Karenanya,
Kepala Badan Informasi Geospasial
(BIG) Muh Aris Marfai menjadikan
pembenahan SDM sebagai salah satu
fokus kerjanya ke depan.

Menurut Aris, semua orang yang
bekerja di BIG telah melalui proses
pertimbangan dan menjalani assessment.
Ini menunjukkan, siapa pun dia, apa pun
bidang dan latar belakangnya, dapat
memberikan manfaat bagi kemajuan
lembaga.

BIG CHANGE

“Tinggal tugas pimpinan lembaga
untuk mendorong dan menyemangati,
agar kapasitas dan kapabilitas SDM BIG
semakin berkembang. Sehingga dapat
terus diandalkan untuk menyukseskan
program pembangunan nasional,” tutur
Aris.

Salah satu strategi yang disiapkan
Aris adalah memperkuat sisi internal
BIG dengan menumbuhkan budaya
positif di lingkungan kerja. Segenap
SDM BIG harus menyatu untuk
mencapai tujuan bersama.

“Kita perlu ingat, lembaga ini
terdapat (SDM) dari berbagai bidang
berbeda dan profesionalisme yang
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berbeda-beda juga. Jika kita tidak bisa
menyatukan perbedaan itu untuk
mencapai tujuan bersama, maka kita
tidak bisa bergerak cepat. Sebaliknya,
jika kita bisa memahami posisi dan
tugas masing-masing dengan baik, maka
segala sesuatunya akan berjalan dengan
bagus,” urai Aris.

Jika terdapat perbedaan kapabilitas
dan latar belakang, lanjut Aris, itu
bukanlah pemecah. Menurutnya, hal
tersebut justru menjadi unsur penguat
performa lembaga.

“Semuanya mempunyai peran sesuai
dengan tugas dan fungsinya masing-
masing,” ujar Aris.

TOLERANSI

Guna memperkuat kebersamaan,
perlu ditumbuhkan toleransi di
lingkungan Kkerja BIG. Tentunya juga
harus diikuti dengan upaya saling
menghargai satu sama lain.

“Kita harus bisa melakukan
toleransi. Toleransi itu artinya tidak
memaksakan kehendak. Bukan hanya
pada hal-hal yang biasa kita lakukan.
Tapi juga berusaha menghargai dan
mendengarkan profesionalisme
orang lain. Kita harus mau open mind,
membuka diri. Kemampuan untuk
menerima ini penting,” tutur Aris.

Dengan mengentalkan budaya
toleransi, diharapkan keragaman yang
ada tidak lagi ditonjolkan sebagai
perbedaan yang dapat memicu
perpecahan. “Harusnya kita sudah
menghilangkan dosa-dosa warisan
dikotomi. Kita tidak perlu metani
(mencari-cari) kekurangan orang lain.
Mari kita bekerja sama, agar akhirnya
ada kesinambungan,” imbuh Aris.

Aris ingin, lingkungan kerja BIG bisa
memberi kesempatan yang sama pada
semua orang untuk mengembangkan
potensi diri. Berbeda dengan lingkungan
kampus, di mana seseorang hanya bisa
mengembangkan karir sesuai bidang
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pendidikan yang ditekuninya.

Misal, lulusan Ilmu Fisika tugasnya
mengajar di bidang Fisika. Ia tidak bisa
mengajar di bidang Bahasa Inggris.
Namun, ketentuan ini tidak berlaku di
dunia birokrasi. Seringkali ada tupoksi
birokrasi yang berbeda dengan latar
belakang ilmu yang dipelajari. Untuk
itulah, ada penataran, pelatihan, dan
sebagainya yang diadakan sesuai dengan
tupoksi birokrasi.

Terlebih lagi, jamak ditemukan
seseorang memiliki banyak potensi. Jika
potensi itu diasah dan dikembangkan,
hasilnya akan sangat bermanfaat bagi
dirinya dan kemajuan lembaga.

Berbagai alasan di atas
cukup menjadi dasar bagi Aris
mengembangkan potensi SDM di BIG.
[a pun mempertimbangan membuat

assessment centre untuk melihat potensi
dan kapasitas SDM BIG.

Harapannya, setiap SDM di BIG
dapat ditugaskan pada tempat yang
benar sesuai dengan minat dan
kemampuannya. “Istilahnya, the right
man in the right place. Dalam posisi ini,
seorang akan dapat bekerja dengan
tenang, nyaman, dan bersemangat,
sehingga optimal dalam bekerja,”
imbuhnya.

TAK BOLEH ADA JARAK

Satu hal lain yang ditekankan
Aris, seluruh SDM BIG mesti bergerak
bersama. Setiap orang diharapkan
bekerja sungguh-sungguh di levelnya
masing-masing untuk mendukung
keberhasilan lembaga.

“No one left behind. Semua orang
memiliki kontribusi signifikan untuk
perkembangan lembaga, tidak hanya
kepalanya,” kata Aris.

Pria berusia 45 tahun ini berharap,
terjalin kerja sama yang baik di semua
lini. Tidak boleh ada jarak antara eselon,
senior, dan junior, juga antara bidang,
latar belakang, serta keahlian.

“Kadang kala jarak itu kita yang
munculkan sendiri dalam mindset
kita. Style komunikasi setiap pimpinan
itu juga macam-macam. Kadang
kala, style itu diartikan sebagai jarak.
Selama kita masih bisa berkomunikasi,
mentransformasikan aspirasi kita
kepada pimpinan, saya pikir jarak itu
akan semakin berkurang,” tandas Aris.
(*MGI)

MEMBANGUN ORGANISASI BIG YANG EFEKTIF

adan Informasi Geospasial (BIG) merupakan

lembaga pemerintah yang bertugas mengawal

berjalannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2011 tentang Informasi Geospasial. Hal tersebut
diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden
Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial
sebagai landasan BIG dalam melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Informasi Geospasial (IG).

Saat ini, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BIG tercatat
ada 692 orang, terdiri dari 437 pria dan 255 wanita.
Pegawai BIG tersebut memiliki latar pendidikan bervariasi
sesuai dengan bidang keahlian dan keilmuannya.

Berdasarkan kelas jabatan, pegawai BIG terbagi menjadi
empat, yaitu jabatan struktural 68 orang, jabatan fungsional
478 orang, dan jabatan administrasi 113 orang. Ada pula
yang sedang menyelesaikan tugas belajar sebanyak 25
orang.

BIG telah berupaya membangun organisasi yang efektif,
di antaranya dengan membuat slogan untuk mendorong
budaya kerja pegawai BIG agar lebih baik. Slogan yang
dimaksud, yaitu ‘integritas, kolaborasi, profesional, kerja
cerdas, dan adaptif’.

Integritas (integrity) adalah menjunjung tinggi nilai
kejujuran dan etika dalam segala aktivitas. Kolaborasi
(collaboration) berarti mampu bekerja sama dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya, di mana konteks
kerja sama dilakukan antarpegawai di BIG maupun
antarpenyelenggara IG.

Sedangkan, profesional (professional) adalah mampu
mengerjakan seluruh pekerjaan sesuai profesi yang dimiliki
dengan kompetensi yang tinggi. Kerja cerdas (work smart),
yaitu bekerja dengan menggunakan prioritas secara efektif
dan efisien. Terakhir, adaptif (adaptive) adalah mudah
beradaptasi ketika berhadapan dengan situasi sulit, serta
mau belajar dan berubah untuk lebih baik.

Agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara
efektif, BIG mengawal para pegawainya untuk terus
bergerak menuju reformasi birokrasi (RB). Pencapaian RB
bukan saja demi meningkatkan performa BIG, melainkan
juga berdampak positif pada peningkatan tunjangan kinerja
masing-masing pegawai.

“Tunjangan kinerja kita (bisa) menjadi lebih baik,
namun kita harus mengikuti memenuhi parameter-
parameter yang disyaratkan dalam RB tersebut,” ujar Aris.
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Aris Marfai

HIDUP
HARUS
SEMANGAT!

Terbilang masih muda. la diharapkan
dapat membawa aura dan semangat
baru di lingkungan BIG

uh Aris Marfai resmi dilantik
sebagai Kepala Badan
Informasi Geospasial (BIG),
menggantikan Hasanuddin
Zainal Abidin, pada Rabu, 27 Januari
2021. Pria kelahiran Klaten, 13 Januari
1976, ini terbilang masih muda. Ia
diharapkan dapat membawa aura dan
semangat baru di lingkungan BIG.

Sebelum bergabung dengan BIG,
Aris menjabat sebagai Dekan Fakultas
Geografi, Universitas Gadjah Mada
(UGM), Yogyakarta. Jabatan tersebut

mulai ia emban sejak Oktober 2016.

Menjadi dekan di usia 40 tahun
merupakan sebuah pencapaian
tersendiri. [a juga termasuk salah satu
dari sedikit kalangan akademisi yang
meraih gelar guru besar di bawah usia
40 tahun.

Berbekal pencapaian akademiknya
yang cemerlang, pengalaman
melanglang ke kancah internasional,
ditambah wawasan yang luas, lulusan
Jurusan Geografi Fisik, Fakultas Geografi



BIG PROFILE

UGM ini dikukuhkan sebagai profesor
bidang Geomorfologi Bencana pada
September 2013. Saat itu, umurnya baru
menjejak angka 37.

Sedangkan, status sebagai guru
besar diraihnya setelah lima tahun
mengantongi gelar doktor dalam bidang
Geografi dan Bencana Alam (Dr.rer.
nat). Gelar tersebut didapatnya dari
Justus-Liebig Universitaet, Giessen,
Jerman pada 2008. Pendidikan S3 ini
dirampungkannya hanya dalam tiga
tahun.

SEBUAH KESEMPATAN

Berbagai capaian akademik yang
diraih Aris, menempatkannya sebagai
ahli geomorfologi kebencanaan yang
saat ini masih langka di Indonesia.
Bidang geomorfologi kebencanaan
merupakan ilmu yang mempelajari
bentuk lahan dan pembentukan
permukaan bumi oleh tenaga yang
berasal dari dalam maupun luar bumi.

Negeri ini sangat membutuhkan
pakar geomorfologi kebencanaan.
Pengetahuan terkait geomorfologi
kebencanaan dapat dimanfaatkan
untuk mengidentifikasi wilayah rawan
bencana alam.

Basis keilmuan yang dimiliki serta
dorongan hati untuk bisa berbuat lebih
banyak untuk negara, mendorong Aris
turut mencalonkan diri menjadi Kepala
BIG. Melalui mekanisme seleksi terbuka,
ia pun terpilih menjadi Kepala BIG.

“kita yang merasa mempunyai
pemahaman, pengetahuan, dan
kemauan, mau berkontribusi lebih luas
untuk negara. Nah, ada kesempatan
dan kita memiliki knowledge, kenapa
itu tidak kita lakukan? Tuhan itu kan
punya skenario panjang. Kita tinggal
mengajukan proposal ke Beliau,
kemudian proposalnya diterima, di-
acc. Oke, kamu sekarang mengabdinya
di sini, ya udah selesai. Itu yang kita
lakukan,” tutur Aris.

Banyak orang berpendapat, dunia
akademisi berbeda dengan dunia
birokrat. Meskipun begitu, Aris siap
melebur diri dengan dunia barunya.
Semua akan ia lakukan demi panggilan

dan tanggung jawabnya untuk
membesarkan BIG.

“Kalau akademisi itu berilmu, maka
tugas kita memberikan ilmu untuk
manfaat orang banyak,” ujarnya.

Aris juga berpandangan, kalangan
akademisi tak perlu bimbang menyelami
dunia birokrat. “Kalau kita masih
melihat ada birokrat yang belum
benar, atau secara knowledge kurang
pas, lalu akademisi tidak ada satu
pun yang mau berbaur ataupun mau
menularkan ilmunya untuk membuat
lembaga jadi lebih baik, siapa yang mau
memperbaiki?” imbuh Aris.

MERASA CUKUP

Sejak dilantik, Aris menjalani
hari-hari di Cibinong dengan penuh
semangat. Lelaki yang meraih gelar PhD
(Drrernat) dengan predikat magna cum
laude ini memiliki prinsip, bahwa orang
hidup itu harus semangat.

Menurut Aris, bekerja di mana
saja harus semangat. Kalau sampai
seseorang di tempatnya bekerja tidak
menularkan semangat, maka ada yang
salah.

“Maka selama kita masih dikaruniai
hidup, sehat lagi, ya harus semangat.
Bukan hanya di BIG [ho, saya di rumah
saja semangat. Maka di mana-mana saja
juga semangat,” kata Aris sumringah.

Apa yang membuat Aris memiliki
semangat besar? Rahasianya ada
pada rasa syukur. Lelaki yang
menguasai Bahasa Inggris dan Jerman
ini mempunyai pandangan hidup
sederhana. la sangat menghargai dan
mensyukuri apa pun yang diperolehnya,
meski bagi orang lain itu hal yang
biasa. Ia juga tidak ngoyo dalam meraih
sesuatu. Bagi Aris, kesuksesan adalah
ketika ‘merasa cukup® saja.

“Sukses satu orang dengan orang
lain itu tidak bisa disamakan, semua
orang mempunyai perspektifnya masing
masing. Sekali Anda menggunakan
kaca mata orang lain untuk mengukur
kesuksesan, maka saat itu juga kaca
matanya buram. Anda tidak akan bisa
melihat jelas. Maka tentukan kesuksesan
itu dengan ukuran kita sendiri. Puas

dengan apa yang kita sudah lakukan,
maka dari situ kita akan bersyukur,”
ungkapnya.

SATU KELUARGA

Saat memulai tugasnya sebagai
nakhoda baru BIG, Aris dihadapkan pada
sebuah pertanyaan. Bagaimana dirinya
bersikap untuk mengatasi persaingan
antarkaryawan yang kerap dibayang-
bayangi dengan isu almamater.

Terlebih di BIG kencang beredar isu
terkait kubu almamater A dan B. Hal ini
sering mengemuka di berbagai lembaga
pemerintah ketika ada karyawan yang
berselisih.

Menurut Aris, persaingan kerja
yang dibumbui isu almamater, tak lain
semacam urban legend. Misalnya ada
perbedaan prinsip dalam bekerja pada
bidang dan unit tertentu, kemudian di-
framing dengan cerita di unit X isinya
adalah lulusan A, dan di unit Z berisi
orang-orang lulusan B.

Secara tegas, Aris mengatakan
framing isu seperti di atas merupakan
berita negatif. Bila framing tersebut
muncul di lingkungan BIG, itu
menunjukkan BIG diliputi masalah,
karena menandakan banyak orang larut
menghabiskan energi untuk membahas
hal-hal negatif.

Kalau terdengar isu keberpihakan
karena bayang-bayang almamater, maka
abaikan saja dan segera tepis. Aris
juga mengajak seluruh Keluarga Besar
BIG bersama-sama membudayakan
berbicara hal-hal yang positif.

“Kita (BIG) ini punya banyak berita
positif. Mbok ya, yang kita omongkan
ke luar itu berita-berita positif. Setiap
orang memang iya (dapat) berkeluh
kesah, tapi jangan sampai kita berkeluh
kesah itu metani wong liyo (mencari-
cari kesalahan orang lain). Kita ini satu
lembaga, satu keluarga. Kalau ada yang
kurang pas, kita benahi bersama,” urai
Aris.
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Enjoy and Just Do It!

Banyak orang menjalankan hobi
di sela-sela kesibukan dan waktu
senggang. Namun, tidak demikian
halnya dengan Aris Marfai.

Bagi Aris, hobi haruslah
dilaksanakan pada waktu-waktu
khusus yang memang sengaja
direncanakan dan disiapkan. Tanpa
mengurangi porsi bekerja tentunya.

“Seperti berlari atau bersepeda,
memang saya harus mengalokasikan
waktu, karena itu untuk kesehatan

mental, kesehatan kita. Tidak
menghilangkan porsi bekerja ya, dan
itu menjadi bagian dari prioritas,”
terangnya.

Aris mencontohkan, dirinya bekerja
dari pukul 7 pagi setiap harinya hingga
pukul 4 sore. Di luar itu, ada waktu yang
dialokasikan untuk berolahraga.

“Seperti tadi, saya berangkat ke
kantor itu lari dari kediamannya di
Sentul. Artinya, memang harus ada
waktu, bukan waktu luang. Tapi waktu

TTL

Nama : Prof. Dr.rer.nat. Muh Aris Marfai, S.Si., M.Sc
: Klaten, 13 Januari 1976

yang mesti saya adakan. I'm very happy
with that,” ujarnya.

Yang terpenting, lanjut Aris, semua
kegiatan tersebut ia lakukan dengan hati
senang dan gembira. “Saya saat bekerja
happy, enjoy. Tapi, saya juga cycling
enjoy, lari happy. Pas saya tugas di luar
kota, kadang saya nge-dive. Kadang juga
diajak main golf, oke. Jadi apa saja yang
membuat anda release (lepas), just do
it!” tandasnya. (M

Jenjang Akademik:

Pengalaman Kerja:

¢  Guru Besar Bidang Geomorfologi Bencana pada
Fakultas Geografi UGM (2013)

e Doktor (Dr.rer.nat) Bidang Geografi di Justus-Liebig-
Universitit Gief3en, Jerman (2008)

e  Magister - Master of Science (M.Sc) Bidang Analisis
Sistem Bumi di International Institute for Geo-
Information Science and Earth Observation (ITC),
Enschede-Belanda (2003)

e Sarjana (S.Si) Jurusan Geografi Fisik di Fakultas
Geografi Universitas Gadjah Mada (1998)

Dekan Fakultas Geografi UGM (2016-2021)

Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian, Alumni
dan Kerja Sama, Fakultas Geografi UGM (2012-2016)

Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Fakultas
Geografi UGM (2012-2016)

Peneliti di Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan
Publik (PSEKP) UGM (2010-2020)

Ketua Program Magister Perencanaan Pengelolaan
Pesisir dan Daerah Aliran Sungai (MPPDAS) UGM
(2008-2016)

Peneliti di Pusat Studi Bencana Alam (PSBA) UGM
(2005 -2010)

Staf pengajar di Fakultas Geografi UGM sejak 1999
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BIG INTERVIEW

Muh Aris Marfai dalam pertemuan dengan Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Yos Johan Utama di Semarang, 31 Maret 2021.

memfasilitasi, menyediakan data
KITA TIDAK AKAN dan informasi geospasial (IG) untuk
proses pembangunan di Indonesia.
Terutama juga untuk mendukung SDGs
M E NYE RAH’ (Sustainable Development Goals) dan
prioritas pembangunan. Itu penting.

BERIKHTIAR MENCARI TEROBOSAN BARU Kemudian, ke dalam kita juga akan

menaikkan profesionalisme lembaga,
kultur lembaga, kredibilitas lembaga.

barat pendekar keluar dari Beberapa waktu setelah dilantik, Kita tahu berita akhir-akhir ini, dan
pertapaan, mengikuti panggilan hati ~ Aris pun langsung bergerak menyusun itu menjadi challenge buat kita bahwa
turun gunung untuk menyelesaikan langkah dan strategi. Dalam wawancara  lembaga ini harus bebenabh, kita harus
hal-hal yang mengganggu dengan sejumlah media, termasuk selesai dengan urusan internal kita.
ketenteraman dunia persilatan. Majalah Geospasial Indonesia (MGI), Kemudian yang ketiga kita juga
Begitulah sosok Muh Aris Marfai yang Aris memaparkan langkah-langkahnya harus siap menjadi lembaga yang
kini menakhodai Badan Informasi untuk meningkatkan performa dan lincah, yang adaptif dengan berbagai
Geospasial (BIG). eksistensi BIG dalam mendukung perubahan. Teknologi juga berkembang
Sebelum menjabat sebagai Kepala pelaksanaan program pembangunan pesat. Kita tidak bisa menggunakan
BIG, Aris adalah seorang akademisi nasional. Berikut petikannya. business as usual, (melakukan)

di Yogyakarta. Namun, ia kemudian percepatan peta dasar, kemudian

terpanggil meleburkan diri ke dunia Apa visi dan misi Anda untuk BIG? memfasilitasi pembinaan peta IG
birokrasi, untuk mendedikasikan tematik, penyediaan infrastruktur

ilmu dan pengalamannya dengan . o informasi geospasial, dan sebagainya.
memperkuat BIG yang berkantor di Yang pertama, jelas misi kita adalah Kita harus cari jalan keluar agar
wilayah Bogor, Jawa Barat. ingin mempercepat, membangun, berkembang lebih cepat. Indonesia ini
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luas sekali, penduduknya juga banyak
sekali. BIG itu kecil, sehingga kalau kita
tidak ada terobosan ke sana kita enggak
bisa berkembang.

Arena apa saja di lingkungan
dalam (internal) BIG yang menurut

Anda perlu diperbaiki dan
tingkatkan? Mengapa?

Kalau sekarang kita melihat, citra
kita kurang begitu baik. (Beberapa
waktu lalu muncul pemberitaan
di media massa, seorang mantan
petinggi BIG berurusan dengan
Komisi Pemberantasan Korupsi—
Red). Maka tugas kita di internal
untuk memperbaiki citra tersebut,
memperbaiki performance,
memperbaiki cara komunikasi kita,
agar kredibilitas tadi dipunyai. Tapi
saya yakin, banyak info bagus, banyak
prestasi bagus yang kadang kala itu
tidak tersosialisasikan. Lah, ndilalah-
nya sifat orang, kalau ada salah sedikit
itu jauh lebih besar dari pada prestasi
yang banyak. BIG itu prestasinya
banyak, iya nggak? Kadang kala tidak
begitu terdengar. Setitik nila, rusak susu
sebelanga.

Bagaimana Anda memandang
BIG dari sudut pandang seorang

akademisi?

BIG itu lembaga yang strategis.
Amanat di Pundak BIG itu besar sekali,
karena data dan informasi geospasial itu
hanya ada di pundak BIG. Dan selama
ini yang sudah dilakukan BIG itu banyak
sekali, hanya saja karena ini bidangnya
spesifik, maka yang mendengarkan juga
spesifik sekali.

Apa yang perlu dilakukan agar
produk-produk BIG dikenal dan

dimanfaatkan masyarakat?

Kalau kita di perguruan tinggi yang
bidangnya terkait dengan geospasial,
tahu persis produk-produk BIG. Yang
sudah berkembang, yang sudah maju,
sudah dipakai oleh teman-teman.

Mengenai produk-produk

BIG apakah sudah terlihat (oleh
masyarakat), kita tinggal push.

Kita punya pusat kerja sama, kita
punya humas yang fungsinya harus
mensosialisasikan agar setiap orang
bisa mendapatkan manfaat sebanyak-
banyaknya dari produk yang sudah
dihasilkan BIG. Inilah saatnya kita
membuka pengetahuan orang-orang,
yang kita sebut literasi geospasial.

Bisa dijelaskan lebih lanjut

mengenai literasi geospasial ini?

Literasi geospasial itu untuk
mereka (masyarakat) agar juga melek
(mengenai BIG). Oh, ternyata ada data
geospasial yang dibutuhkan toh dalam
pembangunan. Ada peta skala detail
toh? Ada yang disebut atlas, ada yang
disebut peta-peta tematik yang krusial
untuk mendukung pembangunan.

Beberapa program-program
prioritas pembangunan nasional
yang terkait dengan informasi

geospasial mengalami kendala. Apa
yang perlu dilakukan BIG untuk
mengatasinya?

BIG ini kan lembaga besar, tugas dan
fungsinya sangat krusial. Kita selama ini
sebagai orang yang juga berkecimpung
di bidang geospasial—meski tidak
di BIG—melihat itu. Dan saya yakin
melihat kapasitas teman-teman dengan
bekerja bersama (kita akan mampu
mengatasinya). Saya sangat yakin,
white confidence dengan itu kalau kita
bisa bekerja sama. Saat ini prestasi BIG
sudah bagus, saya yakin akan bisa lebih
baik lagi.

Kalau ada beberapa hal yang
memang belum bisa ditangani oleh BIG
sampai dengan saat ini—misalnya kan
sekarang percepatan peta dasar baru
sekian persen—sekarang kita akan
berikhtiar lagi mencari terobosan yang
baru lagi. Kita tidak akan berhenti, tidak
akan menyerabh, kita akan melakukan
berbagai hal untuk itu. Nah, nanti
ada beberapa skema yang nanti akan
didiskusikan dan diperbincangkan.
Mungkin nanti kalau sudah firm maka
akan kita sampaikan.

Terkait dengan pembenahan
ke dalam, langkah apa yang akan

Anda lakukan untuk meningkatkan
kesejahteraan pegawai BIG ?

Sekarang kan kita berupaya keras
untuk menuju reformasi birokrasi
(RB). Peningkatan kesejahteraan dapat
diperoleh dengan insentif kinerja.

Ada konsekuensi kesana. Sekarang

kita sedang berupaya. Kemarin dari
informasi Pak Ses (Sekretaris Utama
BIG) kita tinggal menunggu. Kalau kita
(dianggap) berhasil (melaksanakan
RB), berarti ada kenaikan (tunjangan
kinerja), dan itu adalah jerih payah
bersama. Kalaupun belum, besok harus
kita lihat, kita identifikasi agar kita
bisa meraih RB yang bagus sehingga
tunjangan kinerja kita menjadi lebih
baik. Tetapi saya lihat, kita harus
mengikuti memenuhi parameter-
parameter yang disyaratkan dalam RB
tersebut. Hingga kita akan bisa ke sana.
Dengan RB kesejahteraan meningkat,
mendorong bekerja lebih semangat lagi,
lebih bagus lagi.

Apakah sudah ada gambaran,
bidang-bidang apa saja yang perlu
ditingkatkan agar dinyatakan

berhasil dengan baik melaksanakan
reformasi birokrasi?

Kemarin kita sudah mendengar, kita
dievaluasi tinggal menunggu hasilnya.
Kalau hasilnya ada improvement, berarti
buktinya nyata bahwa teman-teman
itu bekerja secara maksimal di delapan
area RB. Kalau nanti hasilnya belum,
maka kita perlu mem-push untuk
perbaiki itu agar RB kita bisa mencapai
80%.

Di bidang SDM, sekali lagi saya
sampaikan, kita harus punya assessment
center untuk melihat the right man on
the right place. Kemudian di bidang
organisasi, kita nanti juga akan melihat,
saat ini juga sudah mulai bebenah, kita
akan perbaiki apakah di organisasi itu
sudah menunjang tupoksinya? Nanti
dilihat apakah sudah berjalan, kalau
tidak nanti akan direformulasi seperti
apa.
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BIG INTERVIEW

Bagaimana dengan roadmap BIG

untuk lima tahun ke depan? Apa yang
menjadi prioritas?

Roadmap ini harus sama dengan
dukungan BIG untuk melaksanakan
pembangunan. Periode 5 tahun ke
depan akan kita bagi menjadi beberapa
tahap. Yang pertama, yang saat ini
kita perlu mendudukan, mendapatkan
skema yang firm terkait dengan
percepatan pemetaan skala besar,
baik teknologi yang kita gunakan serta
pendanaannya. [tu akan kita kejar di
tahun ini sehingga firm 2022 tinggal
bergulir, 2023 bergulir, sehingga
harapannya di 2024 atau 2025 itu sudah
selesai dengan peta dasar.

Bagaimana dengan tahap kedua
dan ketiga?

standar, norma, prosedur terkait
dengan tematik-tematik. Karena, mau
tidak mau yang mengawal tematik itu
adalah BIG. Bagaimana kita melakukan
skill up, teman-teman di lembaga, di
kementerian, di pemda agar mereka
aware dengan informasi geospasial ini.

Selanjutnya prioritas ke dalam.
Tiga tahun kita WTP (Wajar Tanpa
Pengecualian) dan itu luar biasa. Kita
harus konsisten. Urusan mengenai
kredibilitas lembaga dan akuntabilitas
kita kuatkan secara internal. Bekerja
sesuai dengan prosedur.

Sebelumnya Anda adalah Dekan
Fakultas Geografi UGM, sekarang
Kepala BIG. Apa perbedaannya
memimpin institusi pendidikan
dengan lembaga pemerintah ?

Memimpin itu ada beberapa

pemahamannya sama, knowledge-nya
mirip-mirip, maka kita punya keasyikan
untuk melakukan dialog dan diskusi.
Tapi di birokrasi, kita harus punya
keasyikan lain. Kita harus berada

di depan untuk membukakan jalan,
memfasilitasi, mengayomi di belakang,
pada saat yang lain kemudian kita
mempersiapkan mereka untuk berada
di depan, berkarier dengan bidangnya
yang bervariasi.

Jadi, kalau di perguruan tinggi lebih
pada knowledge akademik, sehingga
ngobrol keasyikan. Kalau di BIG
(fokusnya) pelayanan itu harus bagus,
mengasih contoh juga harus bagus. Jadi
ada perbedaan.(MSD

komponen. Kadang kala mengarahkan di
depan, kadang kala di tengah membaur,
kadang kala mempersilahkan berada di
belakang. Prestasi di-push, challenge di-
push. Jadi ada positioning yang berbeda.

Nah kemudian yang kedua,
sembari kita melakukan itu kita perlu
melakukan pembinaan, mengawal
kegiatan satu peta, melalui pembinaan

IG Tematik. Kita harus menyiapkan

Kalau di perguruan tinggi misalnya,
ada nuansa yang lebih kental, misalnya

Mu Aris Marfai saat menjadi Dekan memberikan sambutan dalam kegiatan Lokakarya Nasional Forum Komunikasi

Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Ilmu Geografi dan Pendidikan Geografi Se-Indonesia, 18 Agustus 2017
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BIG SCIENCE

Tim Satuan Reaksi Cepat melakukan pemetaan wilayah pasca bencana di NTT pada 20 April 2021.

Deep Learning Artificial Intelligence

OTOMATISASI PEMETAAN SKALA BESAR

Dengan menerapkan teknologi artificial
intelligence, BIG optimis menyelesaikan
percepatan pembuatan peta dasar skala
besar sesuai tenggat waktu yang ditentukan.

ra demokratisasi teknologi

berkembang sangat pesat.

Semua berlomba melakukan

inovasi, menciptakan produk
yang mampu memberikan manfaat
lebih.

Salah satu inovasi teknologi yang
spektakuler adalah transformasi digital
berbasis artificial intelligence (Al). Al,
atau sering disebut kecerdasan buatan,
merupakan teknologi mesin yang dibuat

mirip seperti cara kerja pikiran manusia.

Mesin ini mampu memahami dan
menganalisis dengan mempelajari data

dari algoritma yang dirancang secara
khusus.

Al dikembangkan untuk
memudahkan pekerjaan manusia
dengan lebih cepat, teliti, efektif,
dan tentunya lebih efisien. Di bidang
pemetaan, juga telah dikembangkan
teknologi berbasis Al dengan akurasi
tinggi.

Pertengahan 2020, Badan Informasi
Geospasial (BIG) mengadakan Focus
Group Discussion (FGD) bertajuk
*Automasi Pemetaan Skala Besar,

Peluang, Tantangan, dan Strategi'. Acara
ini menghadirkan narasumber dari
kalangan praktisi, akademisi, pakar, dan
penyedia teknologi di bidang Informasi
Geospasial (IG).

FGD tersebut untuk mengumpulkan
informasi terkini mengenai teknologi
yang dapat menjawab kebutuhan
produksi peta dasar dengan metode
otomatisasi. Pada sesi diskusi,
dijabarkan tentang teknologi Al berbasis
deep learning untuk automatic mapping.

Deep learning adalah sebuah
metode pembelajaran algoritma untuk

INDONESIA
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BIG SCIENCE

Artificial
Intelligence

melatih komputer. Sebagai bagian

dari machine learning, sistem ini
memiliki kemampuan untuk belajar

dan meningkatkannya secara otomatis.
Kecerdasan buatan ini dapat belajar dari
pengalaman tanpa diprogram secara
eksplisit.

Dalan keseharian, penggunaan
machine learning dapat ditemukan pada
sistem rekomendasi di Netflix, Youtube,
dan Spotify; mesin pencari Google dan
Yahoo; serta asisten suara pada Google
Home dan Amazon Alexa.

Deep learning bisa dikatakan sebagai
teknik pembelajaran mesin yang
terinspirasi cara kerja otak manusia
dalam menyaring informasi dengan
sistem multilayer perception, yaitu
belajar dari contoh. Tidak heran, jika
sebagian besar sistem deep learning
digunakan pada aplikasi yang umum
dilakukan orang.

Teknologi deep learning yang saat ini
tengah populer adalah self-driving atau
mobil tanpa pengemudi. Mobil dengan
teknologi ini bisa melaju sendiri dengan
minimal input dari pengguna. Semakin
banyak input dari lingkungan, maka
akan semakin cerdas teknologinya.

Kebutuhan peta dasar yang
mendesak, diyakini dapat diselesaikan
dengan teknologi deep learning. Namun,
tetap dibutuhkan strategi khusus untuk
bisa mengimplementasikan. Terutama
dari segi komputerisasi dan sumber
daya manusia (SDM) yang mumpuni.

Machine
Learning

MOMENTUM YANG TEPAT

Membuat teknologi Al berbasis deep
learning berbeda dengan teknologi lain.
Pembuatannya dimulai dari pemrosesan
data (data processing), membuat model,
dan melatihnya agar menghasilkan
performa yang diinginkan.

Kemudian masuk tahap evaluasi
untuk memastikan hasil sesuai dengan
yang diharapkan. Jika tahap ini tidak
sesuai yang diharapkan, maka kembali
pada langkah pembuatan model. Alur ini
akan terus berulang, hingga didapatkan
hasil yang diinginkan.

Belakangan, deep learning
sangat populer karena angka error
(kesalahannya) hanya 2,25 persen.
Angka tersebut sangat kecil jika
dibandingkan dengan angka error
manusia yang mencapai 5 persen.

Kepala BIG Muh Aris Marfai
mengatakan, kehadiran teknologi
pemetaan berbasis Al merupakan
momentum bagi BIG melakukan
terobosan pembuatan peta dasar skala
besar. Peralatan pemetaan yang canggih,
bila dikombinasikan dengan Al, diyakini
dapat memberikan hasil pemetaan
detail dalam waktu relatif cepat.

“Sebagai gambaran, dalam satu
tahun terakhir BIG bisa mengerjakan
peta dasar dengan capaian hingga
40.000 kilometer persegi,” tutur Aris.

Capaian 40.000 kilometer persegi
sudah lebih baik dibanding dengan
mengandalkan teknologi foto udara dan
LiDAR yang hanya 10.000 kilometer

Deep
Learning

persegi per tahun. Jika tidak ada
terobosan, dibutuhkan waktu sangat
lama untuk memetakan wilayah
Indonesia yang sangat luas.

“Saat ini, teman-teman teknis sudah
mencoba kombinasi teknologi radar dan
sensor optik. Jika berhasil, setiap tahun
kita bisa menyelesaikan memetakan
900.000 kilometer persegi. Artinya, bisa
selesai lebih cepat,” kata Aris.

Senada, Deputi Bidang Informasi
Geospasial Dasar BIG Muhammad Arief
Syafi'i menjelaskan jika kombinasi
teknologi pemetaan menggunakan Al
akan sangat membantu BIG. Pekerjaan
pembuatan peta dasar skala besar
dalam format tiga dimensi dapat selesai
tepat waktu pada 2024.

“Seluruh Indonesia bisa kita ‘sapu’
dalam waktu dua tahun, akuisisi
datanya. Kalau metode biasa, 60 tahun
baru selesai,” tutur Arief.

Selain mempercepat waktu
pemetaan, penggunaan teknologi
berbasis Al juga menghemat biaya. Total
yang dibutuhkan sekitar Rp4 triliun
untuk menyelesaikan peta dasar skala
besar.

“Dengan teknologi yang lama, kita
bisa habis Rp20 juta per kilometer
persegi. Sedangkan, dengan dengan
Al kita hanya menghabiskan Rp2
juta per kilometer persegi. Ini berarti
BIG tidak membutuhkan banyak
dana untuk empat hingga lima tahun
mendatang. Saya sangat optimis dapat

menjalankannya,” pungkas Aris yakin.
(*MGI)
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MENGATASI GAP GENERASI
DI LINGKUNGAN KERJA

Gap generasi bisa menimbulkan masalah serius
bila tidak diantisipasi dengan baik. Menumbuhkan
sikap saling menghargai satu sama lain, serta tidak
mencampuradukkan urusan pribadi dan pekerjaan,
dapat menjaga kenyamanan dan keharmonisan
suasana kerja.

|||||||||



BIG UPDATE

unia kerja mendapat

tantangan baru dengan

munculnya fenomena gap

generasi (generation gap)
atau kesenjangan generasi. Ini suatu
kondisi gagal paham antarkaryawan
atau pegawai yang dipicu perbedaan
generasi.

Dikutip dari portal Rider University,
saat ini ada empat generasi yang
terhimpun dalam satu lingkungan
kerja. Keempat generasi ini memiliki
karakteristik berbeda, bukan hanya dari
segi usia, tapi juga pola pikir dan cara
berkomunikasi. Perbedaan inilah yang
sering menimbulkan salah paham saat
melakukan interaksi atau komunikasi
dengan lawan bicara.

Generasi Baby Boomer
(lahir 1946-1964)

Baby boomer merupakan kelompok
yang kompetitif dan ambisius. Namun,
kelompok ini setia pada etika dan nilai-
nilai spesifik. Mereka juga memiliki sifat
workaholic serta sangat menghargai
hubungan personal antarpekerja.

Generasi Gen X
(lahir 1965-1980)

Kelompok ini pernah menghadapi
berbagai krisis ekonomi dan pemutusan
hubungan kerja (PHK) massal. Hal
tersebut menjadikan mereka skeptis
dan cenderung fokus pada diri sendiri.
Kelompok ini mulai memikirkan
keseimbangan antara karier dan
kehidupan pribadi.

Generasi Millennial
(Iahir 1981-1996)

Generasi millennial terkenal
dengan keinginan berkontribusi pada
lingkungan. Karenanya, ekspektasi
mereka di dunia kerja kebanyakan
seputar isu lingkungan. Fokus mereka
bekerja tidak untuk mencari uang,
tetapi lebih pada keinginan memberi

dampak yang berarti bagi lingkungan
dan masyarakat luas. Generasi millennial
tumbuh bersama teknologi. Tidak heran
jika kelompok ini banyak memanfaatkan
teknologi untuk pekerjaan.

Generasi Gen Z
(lahir 1997-2012)

Gen Z sangat lekat dengan gadget,
berpikiran terbuka, serta menyukai
keamanan dan stabilitas dalam bekerja.
Mayoritas, Gen Z mempelajari tugas
kantor melalui internet. Jangan heran,
bila Gen Z lebih banyak menghabiskan
waktu di dunia maya ketimbang
bersama rekan kerja.

Sebetulnya, ada satu generasi lagi
yang disebut silent generation yang
lahir pada periode 1928-1945. Namun,
generasi ini jumlahnya sangat sedikit
di dunia kerja karena rata-rata sudah
memasuki usia pensiun.

Silent Generation biasanya
berpandangan bahwa pekerja sebaiknya
loyal pada timnya. Penghargaan akan
diberikan pada orang yang mampu
bekerja sama, bukan pada orang yang
memiliki cara pandang baru atas hal
yang dianggap normal atau mapan.

Pokok dari persoalan gap generasi
adalah generasi yang lebih tua (senior)
memandang generasi millenial dan
Gen Z (junior) kurang serius bekerja.
Dua generasi muda ini dianggap tidak
memiliki rencana jangka panjang.

Menurut riset yang dirilis Deloitte
Indonesia pada 2019, mayoritas pekerja
muda terbiasa hidup dalam kondisi
serba mudah. Kondisi ini menjadikan
mereka jarang memiliki rencana
panjang, karena dibesarkan dengan
kemajuan teknologi.

Ketiadaan rencana jangka panjang
dapat melahirkan imbas kurang baik,
seperti mudah jenuh atau bosan di
tempat kerja, kurang berkomitmen
terhadap target yang ditetapkan kantor,
serta rendahnya loyalitas. Sementara,
generasi yang lebih tua sangat
menghargai kerja keras dan loyalitas.

SALING MENGHARGAI

Gap generasi tidak bisa dianggap
sepele, karena mengganggu harmonisasi
dan kenyaman suasana kerja. Disadari
atau tidak, akhirnya akan berdampak
pada pencapaian target instansi ataupun
perusahaan.

Guna menangani masalah gap
generasi, Kepala Badan Informasi
Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai
mengajak semua pihak menumbuhkan
rasa dan sikap saling menghargai
kepada siapa pun di lingkungan BIG.
Prasangka baik wajib ditanamkan,
bahwa semua orang bersungguh-
sungguh bekerja.

“Kewajiban Kkita itu, mau terhadap
senior maupun junior itu sama.
Menghormati, berkomunikasi,
mendengarkan, tidak berburuk sangka,
dan tidak menjelek-jelekkan orang lain
itu wajib. Kalau prinsip ini bisa kita
pegang, Insya Allah kita bisa (mengatasi
gap generasi),” kata Aris.

Berbagai upaya terus dilakukan
untuk mengantisipasi gap generasi di
BIG. Salah satunya dengan mengadakan
acara sharing dengan Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS) BIG pada 19 Januari
2021.

Pada kesempatan tersebut,
Kepala Balai Layanan Jasa dan Produk
Geospasial Theresia Retno Wulan
berbagi pengalaman, bahwa dirinya
memilih mengalah demi menghindarkan
konflik. “Kalau saya, dengan senior
maupun junior lebih suka mengalah
untuk menghindari konflik, selama
masih memegang prinsip. Saya
juga follow influencer dan update isu-isu
terkini di medsos untuk mengurangi gap
generasi,’katanya.

Ada satu pesan penting disampaikan
Yoniar Hufan Ramadhani dari Pusat
Pemetaan dan Integrasi Tematik BIG
untuk menjaga keharmonisan di
kantor, yakni siapa pun diharapkan
memisahkan antara hubungan personal
dan pekerjaan. “Jangan sampai urusan
pekerjaan dibawa ke urusan pribadi.
[tu yang sering terjadi dan membuat
suasana kerja menjadi tidak nyaman.
Masalah pekerjaan harus stop di
pekerjaan. Itu yang harus dipahami,”
tuturnya.(™

DONESIA

VOL. VIII NO. 1, JANUARI-APRIL 2021 Geospasial | 29



BIG INFO

v

UGG | Jemse=

Kegiatan IAG Indonesia
Badan Informasi Geospasial (BIG)

25 Titik Gayaberat Absolut untuk Mendukung International Gravity Reference System

Badan Informasi Geospasial (BIG) mendapat kehormatan memimpin Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Persatuan
Geodesi dan Geofisika Internasional atau Union for Geodesy and Geophysics (IUGG) yang digelar secara virtual pada 25 Januari 2021.

BIG PIMPIN FGD IUGG

adan Informasi Geospasial (BIG) mendapat

kehormatan memimpin Focus Group Discussion

(FGD) yang diselenggarakan Persatuan Geodesi

dan Geofisika Internasional atau The International
Union for Geodesy and Geophysics (IUGG). Forum diskusi
internasional yang digelar secara virtual pada 25 Januari 2021
ini menempatkan Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar
Mohamad Arief Syafi’i yang juga Presiden IUGG Indonesia,
sebagai moderator.

IUGG merupakan wadah yang menaungi asosiasi-
asosiasi internasional yang berhubungan dengan penelitian,
pengembangan, dan pemanfaatan bidang ilmu serta teknologi
kebumian. IUGG menjadi salah satu dari 40 serikat dan
asosiasi ilmiah yang dikelompokkan dalam Dewan Sains
Internasional (ISC), serta didedikasikan untuk promosi
internasional dan koordinasi studi ilmiah tentang bumi (fisik,
kimia, dan matematika) dan lingkungannya di luar angkasa.

Studi-studi IUGG meliputi bentuk bumi, medan gravitasi
dan magnetnya, dinamika bumi secara keseluruhan dan
bagian-bagiannya, struktur internal bumi, komposisi dan
tektoniknya, gempa bumi dan perambatan gelombang elastis,
pembentukan magma, vulkanisme dan formasi batuan,
siklus hidrologi termasuk salju dan es, semua aspek lautan,
atmosfer, ionosfer, magnetosfer dan hubungan matahari-
terestrial, serta masalah serupa yang terkait dengan bulan
dan planet lain.

“Pertemuan ini dilakukan untuk menginventarisir
kegiatan-kegiatan pada 2020. Selain itu, kami berharap
rencana kegiatan pada 2021 dapat disinergikan antarasosiasi
dalam wadah IUGG Indonesia,” tutur Arief.

Wakil Presiden IUGG Indonesia Ocky Karna Radjasa yang
juga merupakan Deputi [lmu Pengetahuan Kebumian LIP]I,
turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama dengan para
ahli di bidang kebumian lintas kementerian dan lembaga.
Mereka berdiskusi mengenai perkembangan ilmu kebumian
yang dilihat dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan.

“Kami berharap pertemuan ini bisa dilakukan secara rutin
di awal tahun agar silaturahmi tetap terjalin. Keberadaan
IUGG dan asosiasinya akan berperan dalam memajukan riset
ilmu kebumian di Indonesia,” ujar Ocky.

Pihak-pihak yang terlibat dalam FGD ini antara lain
International Association of of Geodesy (1AG), International
Association of Geomagnetism and Aeronomy (IAGA),
International Association of Hydrological Sciences (IAHS),
International Association of Meteorology and Atmospheric
Sciences (IAMAS), International Association for the Physical
Sciences of the Ocean (IAPSO), International Association of
Seismology and Physics of the Earth’s Interior (IASPEI), dan
International Association of Volcanology and Chemistry of the
Earth’s Interior (IAVCEI).(MSD
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JANGAN LELAH BEKERJA

UNTUK NEGARA

epala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris

Marfai melantik dan mengambil sumpah 57 pejabat

fungsional di lingkungan BIG pada 25 Februari 2021.

Kegiatan dilaksanakan di Aula Utama BIG dengan
menerapkan protokol kesehatan ketat.

Dari 57 orang pejabat fungsional yang dilantik, satu
Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan inpassing atau
penyesuaian. Sedangkan, 56 lainnya melalui pengangkatan
pertama. Inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam
jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi
sesuai dengan peraturan perundangan dalam jangka waktu
tertentu

Dalam sambutannya, Aris menekankan kepada PNS
yang baru dilantik agar melaksanakan tugas jabatan dengan
tanggung jawab dan menjunjung tinggi integritas. “Anda harus
senantiasa menjaga marwah lembaga dan bekerja secara
profesional, menggunakan wewenang kita dengan sebaik-
baiknya,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Aris mengingatkan bahwa
seluruh pegawai BIG adalah satu keluarga yang berada di
‘perahu’ yang sama. Artinya, wajib hukumnya saling menjaga
anggota keluarga.

“Karena kita berada di ‘rumah’ yang sama, maka wajib
hukumnya menjaga marwah lembaga. Tebarkanlah hal positif

yang sudah dikerjakan BIG, teman sejawat, ataupun unit lain.
Jaga hal negatif dan kurang dengan silent operation, jangan
justru diumbar,” tegasnya.

Pelantikan pejabat fungsional merupakan salah satu
langkah BIG mempercepat proses reformasi birokrasi (RB)
yang diamanatkan Presiden Joko Widodo melalui Peraturan
Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2010-2025. Grand design
tersebut menggambarkan kondisi yang diinginkan pada 2025,
yaitu terwujudnya tata pemerintahan Indonesia yang baik
dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas
tinggi, serta menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.

Di akhir sambutannya, Aris berpesan kepada seluruh
pegawai BIG agar jangan pernah lelah (bekerja) untuk Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Bekerja dengan baik,
ikhlas, dan bahagia, karena kebahagiaan itu penting untuk
meningkatkan imun dan kesejahteraan,” tutupnya.

Saat ini, BIG telah menerapkan sistem agar setiap pegawai
mampu bekerja di unit yang ditentukan. Pengangkatan
jabatan fungsional bertujuan sebagai sarana pengembangan
profesionalisme dan pembinaan karier PNS. Mereka yang
dilantik akan bekerja sesuai dengan tugas, tanggung
jawab dan wewenang yang didasarkan pada keahlian atau
keterampilan yang dimiliki. (M)

Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai melantik dan mengambil sumpah 57 pejabat fungsional
di lingkungan BIG pada 25 Februari 2021.
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MENDULANG PRESTASI
DI AWAL TAHUN

adan Informasi Geospasial
(BIG) mengawali 2021
dengan sejumlah prestasi
membanggakan. Salah satunya,
BIG berhasil meraih penghargaan
Eka Indriya Mandrawa dari Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional
(Lapan) untuk kategori kementerian/
lembaga (K/L).

Penghargaan tersebut diberikan
karena BIG dinilai aktif memanfaatkan
data citra satelit penginderaan jauh
selama periode 2020. Data citra satelit
kemudian diolah menjadi citra tegak
satelit penginderaan jauh resolusi tinggi,
agar dapat dimanfaatkan untuk berbagai
keperluan dalam proses pemetaan oleh
K/L dan pemerintah daerah (pemda).

Penghargaan Eka Indriya Mandrawa
diterima langsung oleh Kepala Pusat
Pengelolaan dan Penyebarluasan
Informasi Geospasial BIG Rachman Rifai
saat Rapat Kerja Nasional Penginderaan
Jauh pada 27 Januari 2021.

PERAIH
YA MANDRAWA

Kategori Kementerian/Lembiga

Pusat Pengelolaan dan

Penyebarluasan Informasi Geospasial

Badan Informasi Geospasial

TIGA INOVASI

Penghargaan lain yang berhasil
diraih BIG adalah pengakuan sebagai
lembaga yang mampu melakukan
terobosan di bidang Informasi
Geospasial (IG). Tiga dari empat inovasi
yang dibuat BIG dalam penyebaran
IG berhasil masuk dalam 112
Inovasi Indonesia Tahun 2020 Paling
Prospektif® yang dipublikasikan Business
Information System (BIC), lembaga
nonprofit yang bergerak di bidang
inovasi dan keilmuan, pada 4 Februari
2021.

Inovasi pertama yang mendapat
penghargaan adalah “Analisis Spasial
Penyebaran dan Penanganan COVID-19
di Indonesia’. Penanganan COVID-19
masuk dalam aspek keruangan, meliputi
wilayah yang terkena pandemi, peta
sebaran perwilayah, hingga analisis
risiko pada beberapa daerah.

Inovasi kedua yang juga mendapat
penghargaan adalah "Berbagi Pakai
Data Informasi Geospasial Melalui Ina-
Geoportal'. Ina-Geoportal merupakan
portal nasional yang menghubungkan

RAPAT KOORDINASI NASIONAL
CITRA SATELIT PENGINDERAAN JAUH 2021

Iny 1 h untuk

Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial BIG berhasil meraih penghargaan Eka Indriya Mandrawa
dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) untuk kategori kementerian/ lembaga (K/L).

berbagai kementerian, lembaga,
provinsi, dan daerah yang menjadi mitra
penghubung simpul Jaringan Informasi
Geospasial Nasional (JIGN).

Terakhir, inovasi tentang Geoportal
Palapa sebagai Geoportal Simpul
Jaringan Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah/Instansi Lainnya'.
Geoportal Palapa adalah bagian dari
Jaringan Informasi Geospasial Nasional
(JIGN).

Penentuan atau seleksi pemenang
ajang 112 Inovasi Indonesia Tahun
2020 dilakukan oleh 17 juri yang
terbagi dalam empat kategori. Salah satu
unsur utama pemilihan adalah inovasi
yang memberikan kebermanfaatan
dan memiliki relevansi terhadap
kemajuan zaman dan dinamika sosial
budaya yang ada di masyarakat. Dalam
hal ini, terobosan-terobosan yang
dilakukan BIG memberikan manfaat
bagi masyarakat luas dan menjawab
kebutuhan masyarakat terhadap
informasi geospasial yang sangat
beragam.™M¢D

Aptesins
Penggranaan Dags dan Tnformasi
Penginderaan Jauh

2021
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Business Strategy Manager BSI Sherly Maharani menyerahkan sertifikasi ISO 20000:2018 untuk bidang IT Service Management System

ul

kepada Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Adi Rusmanto di kantor BIG pada 8 Februari 2021 .

Layanan Teknologi Informasi Tersertifikasi ISO 20000:2018

BIG SIAP MELANGKAH MAJU

anggal 8 Februari 2021

menjadi momen istimewa bagi

Badan Informasi Geospasial

(BIG). Pusat Pengelolaan dan
Penyebarluasan Informasi Geospasial
(PPIG) mendapatkan sertifikasi ISO
20000:2018 untuk bidang IT Service
Management System dari British
Standard Institution (BSI).

Sertifikasi diserahkan Business
Strategy Manager BSI Sherly Maharani
kepada Deputi Bidang Infrastruktur
Informasi Geospasial Adi Rusmanto di
kantor BIG, Cibinong, Bogor, Jawa Barat.
Perolehan sertifikasi ISO 20000:2018
ini menunjukkan BIG terus mewujudkan
komitmennya secara berkelanjutan
meningkatkan kualitas layanan kepada
stakeholder, khususnya peningkatan
kualitas layanan teknologi informasi.

Adi Rusmanto mengungkapkan,
peningkatan layanan teknologi
informasi merupakan suatu yang
penting bagi BIG. Sebab, teknologi
informasi merupakan tulang punggung
pelaksanaan program-program strategis
BIG.

“Data center BIG merupakan salah
satu data center terbaik yang dimiliki
Indonesia. Data center ini sangat

penting karena menjalankan kebijakan
pemerintah seperti Kebijakan Satu

Peta dan Satu Data Indonesia. Bahkan,
sebelumnya BIG telah memiliki Jaringan
Informasi Geospasial Nasional (JIGN)
yang tak hanya berfungsi sebagai
simpul, namun juga penghubung JIGN,”
ujar Adi.

Perolehan sertifikasi ISO
20000:2018 ini semakin menguatkan
tekad Kepala Pusat Pengelolaan dan
Penyebarluasan Informasi Geospasial
(PPIG) Rachman Rifai untuk terus
meningkatkan kualitas layanan IT
di BIG. Salah satunya tentu dengan
menjamin keamanan informasi dan
data.

“Kami pun memastikan keamanan
informasi dan data yang dikelola,
sehingga dapat dimanfaatkan
tidak hanya oleh internal BIG, tapi
stakeholder BIG, yaitu kementerian,
lembaga, pemerintah daerah, dan juga
masyarakat umum,” tutur Rachman.

Sertifikasi ISO 20000:2018
diperoleh melalui proses panjang.
Rachman mengapresiasi seluruh staf
pelaksana teknologi informasi yang
telah mengawal proses evaluasi hingga
akhirnya BIG berhasil mendapatkan
sertifikasi yang diharapkan.

Apresiasi juga disampaikan Business
Strategy Manager BSI Sherly Maharani.
Ia menyatakan bahwa pencapaian
sertifikasi ISO 20000:2018 ini adalah
bukti adanya peningkatan kualitas
kinerja yang dapat dicapai dengan
komitmen manajemen dan kerja sama
tim.

“Sertifikasi ini menjadi tolak ukur
untuk menilai pencapaian di masa yang
akan datang,” ujar Sherly.

Hal senada juga disampaikan
konsultan sekaligus Chairman of The
Board Proxsis Andrianto Moeljono.
Ia melihat komitmen BIG dalam
menjalankan proses tata kelola.

Andrianto menilai, sertifikasi
ISO 20000:2018 merupakan aspek
fundamental yang menandakan
bahwa BIG siap melangkah ke tahap
selanjutnya. “Mengingat adanya Satu
Data Indonesia, BIG harus mulai
menyiapkan kerangka implementasi
di lingkup yang lebih luas lagi. Saya
yakin rekan-rekan (BIG) sudah siap.
Tinggal meningkatkan koordinasi lintas
kedeputian,” ujarnya.™¢e)
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DIU VIAF

BATAS WILAYAH
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN PAPUA NEW GUINEA

Batas Negara Indonesia dengan Papua New
Guinea (PNG) menggunakan monumen
meridian (MM). MM merupakan pilar batas
yang posisinya diletakkan mengikuti garis
bujur, sehingga jika dilihat di peta, garis batas
NKRI dengan PNG seperti garis lurus dari utara
ke selatan membelah Pulau Papua.

Sungai Fly

INDONESIA
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Garis batas Indonesia dengan Papua New

Guinea ditetapkan dengan dua cara, yakni

secara buatan (artificial) menggunakan
meridian astronomis, dan alami (natural)

menggunakan thalweg Sungai Fly dan muara
Sungai Bensbach.

Terdapat 52 MM. Sebanyak 14 monumen

dipasang pada periode 1966-1967, dan 38

monumen merupakan MM perapatannya
dipasang pada periode 1983-1989).

Di sebelah utara Sungai Fly dipasang 33 MM,
dinyatakan pada posisi 141° 00" 00" BT dari
MM1 sampai MM10.

Di sebelah selatan Sungai Fly dipasang 19 MM
yang dinyatakan pada 141° 01' 10" BT dari
MM11 sampai MM14.

Panjang keseluruhan garis batas Rl dengan
PNG adalah 819, 4 Km.

Monumen meridian batas negara ini terletak di
daerah landai dan terangkai melewati daerah
pegunungan. Dibutuhkan usaha yang besar
dalam melakukan survei dan menjaga garis
perbatasan ini.

MM 144
L

021 Geosp
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BIG EVENT

TIGA PERMINTAAN DALAM
PISAH SAMBUT KEPALA BIG

Acara Pisah Sambut Kepala BIG dan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) BIG yang dilaksanakan secara daring dan luring pada 18 Februari 2021.

adan Informasi Geospasial

(BIG) memiliki peran kunci

dalam pembangunan nasional.

Karenanya, program-program
utama BIG semestinya terus berlanjut,
meski pucuk pimpinan berganti.

“Prinsipnya, continuous
improvement. Saya yakin, Prof. Aris
bisa melaksanakannya dengan baik,”
ujar Kepala BIG (periode 2016-2020)
Hasanuddin Zainal Abidin saat acara
Pisah Sambut Kepala BIG dan Ketua
Dharma Wanita Persatuan (DWP) BIG
yang dilaksanakan secara daring dan
luring pada 18 Februari 2021.

Pada kesempatan ini, Hasan
menyampaikan tiga pesan kepada Aris
Marfai yang telah dilantik menjadi
Kepala BIG yang baru. Hasan yang telah
menjabat sebagai Kepala BIG selama
empat tahun tersebut yakin, Aris Marfai

sanggup melaksanakan amanatnya.

Pertama, Hasan meminta agar
program prioritas BIG dilanjutkan.
Program yang dimaksud, antara lain
percepatan pemetaan dasar skala
besar, Kebijakan Satu Peta, Satu Data
Indonesia, Geospasial untuk SDGs, dan
Ina-Geoportal.

Pesan kedua, BIG dapat menjalin
relasi baik dengan kementerian,
lembaga, pemerintah daerah, dan
mitra nonpemerintah. “Sebagai umat
beragama, manusia perlu menjalin
silaturahmi dan bersedekah atau
berbagi dengan sesama. Dalam konteks
lembaga, yang dimaknai sebagai
sedekah adalah kontribusi yang
diberikan BIG melalui produk data
geospasial agar dapat bermanfaat dan
dimanfaatkan sebaik mungkin oleh
lembaga-lembaga dan masyarakat,”
lanjut Hasan.

Hasan yakin, sedekah atau
kontribusi yang diberikan akan
membuat BIG terus eksis dalam
pembangunan nasional. “Agar BIG
lebih panjang umur dan sugih secara
institusi,” sambungnya.

Ketiga, Aris Marfai sebagai
Kepala BIG diminta mengutamakan
kepentingan publik serta menanggalkan
kepentingan pribadi dan kelompok.
“Dengan pengalamannya sebagai Dekan
Fakultas Geografi UGM, saya yakin Prof
Aris paham cara menanganinya,” ujar
Hasan.

Selanjutnya, Hasan menyerahkan
buku ‘Catatan Kepala BIG 2016-2020:
Geospasial untuk Negeri'. Pesan-pesan
dan buku ini diterima dengan baik oleh
Aris Marfai sebagai simbol serah terima
jabatan dan peralihan manajemen yang
berkelanjutan. tM&D
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BIG EVENT

Kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke BIG dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 11 Februari 2021.

INFORMASI GEOSPASIAL SOLUSI UNTUK MENGATASI
MASALAH TATA RUANG DAN SENGKETA LAHAN

udah selayaknya Informasi
Geospasial (IG) yang dihasilkan
Badan Informasi Geospasial
(BIG) dimanfaatkan sebagai
dasar penyusunan tata ruang. Tanpa
IG yang presisi, tata ruang yang dibuat
berpotensi menjadi tidak tepat dan
berujung menimbulkan bencana.

“Seringkali kita temui saat
infrastruktur masuk ke suatu daerah,
terjadi kenaikan harga tanah. Daerah-
daerah yang mestinya produktif sebagai
lahan pertanian atau perkebunan
berubah menjadi perumahan rakyat.
Inilah saat tata ruang berubah menjadi
tata uang,” tutur Ketua Komisi VII DPR
Sugeng Suparwoto saat kunjungan kerja
ke BIG dan Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI) pada 11 Februari 2021.

Sugeng juga menyoroti masalah
sengketa lahan yang kerap ditemui di
Indonesia. Menurutnya, dari seluruh

kasus yang ditangani pengadilan,
48 persen di antaranya mengenai
pertanahan.

IG, lanjut Sugeng, dapat memberikan
solusi untuk mengatasi sengketa
lahan. Data yang sahih dan batas yang
presisi dapat digunakan sebagai solusi
menyelesaikan masalah yang muncul.

“Tak hanya one map policy, dalam
konteks pertanahan, kita harus bergerak
ke one single land administration,”
ujarnya.

Kepala BIG Aris Marfai
menanggapinya dengan menjelaskan
bahwa BIG tengah mengupayakan
percepatan pemetaan rupabumi skala
1:5.000. Hasilnya nantinya digunakan
untuk mendukung penyusunan Peta
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Aris optimistis, tujuan tersebut
dapat dicapai karena teknologi
pemetaan saat ini telah berkembang

pesat. “Upaya BIG dalam menyelesaikan
peta dasar skala besar, didukung dengan
teknologi pemetaan rupabumi yang saat
ini sangat bervariasi,” tuturnya.

Dalam momen kunjungan kerja
ini, Aris memaparkan kepada para
anggota dewan program prioritas
BIG 2021-2024, salah satunya adalah
percepatan peta dasar skala besar.
Program prioritas ini disusun untuk
meningkatkan ketersediaan informasi
geospasial nasional yang lengkap dan
akurat.

Tak ketinggalan dipaparkan
pula prestasi BIG di masa pandemi,
bahwa sejak 2017 hingga 2020 BIG
berturut-turut mendapatkan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
serta mendapatkan predikat Wilayah
Bebas dari Korupsi dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

(*MGI)
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PENJAJAKAN KERJA SAMA BIG-BAKAMLA
MEMBANGUN SISTEM PERINGATAN DINI
KEAMANAN LAUT

Rapat sinergi BIG dengan Bakamla di Cibinong, pada 3 Februari 2021.

adan Keamanan Laut (Bakamla)

mengajak Badan Informasi

Geospasial (BIG) bekerja sama

membangun sistem peringatan
dini keamanan laut. Ajakan ini
dilontarkan Direktur Strategi Keamanan
Laut Bakamla Laksamana Pertama
Bakamla Joko Sutrisno saat rapat sinergi
dengan BIG di Cibinong, pada 3 Februari
2021.

Penjajakan kerja sama ini didasarkan
pada kebutuhan terkait tugas, fungsi,
dan tanggung jawab Bakamla sebagai
pelaksana patroli keamanan dan
keselamatan di perairan Indonesia.
“Tupoksi utama Bakamla adalah patroli
keamanan dan keselamatan perairan
Indonesia. Bakamla mengajak instansi-
instansi di Indonesia yang punya
kepentingan di laut untuk bekerja sama,
salah satunya BIG yang mempunyai
peta dan data spasial untuk mendukung
tugas dan fungsi Bakamla,” jelas Joko.

Menurut Joko, Indonesia memiliki
wilayah perairan sangat luas. Untuk bisa
menjaga keamanan dan keselamatan
perairan Indonesia, diperlukan langkah-
langkah mitigasi pengawasan dan
pengamanan laut yang terintegrasi
dalam satu sistem.

Integrasi yang dimaksud tentunya
melibatkan banyak instansi maupun
institusi yang memiliki keterkaitan
dengan laut. Dalam hal ini, BIG dapat
berperan sebagai penyedia atau
pemasok Informasi Geospasial (IG) yang
dibutuhkan Bakamla.

“Data yang kami inginkan mengenai
kapal-kapal di perairan Indonesia
dan sumber daya alam di bawah laut,
sehingga kami bisa memetakan potensi
ancaman yang mungkin terjadi melalui
sistem peringatan dini yang dibuat
Bakamla,” lanjut Joko.

Kepala Pusat Pemetaan Kelautan
dan Lingkungan Pantai (PKLP) Yosef

Dwi Sigit Purnomo menyambut baik
inisiasi kerja sama dari Bakamla. “BIG
siap mendukung tugas fungsi Bakamla,
utamanya dalam rencana strategisnya
dengan data-data spasial wilayah laut
yang dihasilkan BIG,” imbuhnya.

Penjajakan kerja sama antara
BIG dan Bakamla ini diharapkan
bisa menghasilkan konsep sistem
peringatan dini keamanan laut
terpadu antarinstansi pemerintah.
Kerja sama yang terintegrasi dengan
baik akan memperkuat implementasi
pengamanan di laut, sehingga kapal-
kapal asing tak lagi berani memasuki
dan berbuat sesukanya di wilayah
perairan Indonesia. ¢MSD
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BIG DORONG AKADEMISI MANFAATKAN

DATA INA-CORS

[

)

]
adan Informasi Geospasial
(BIG) bekerja sama dengan
Institut Teknologi Sumatera
(Itera) untuk pemutakhiran
dan pengelolaan data jaring kontrol
geodesi di lokasi sesar aktif. Perjanjian
kerja sama ditandatangani Kepala Pusat
Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika
BIG Gatot Haryo Pramono dan Ketua
Jurusan Teknologi Infrastruktur dan
Kewilayahan Itera Rahayu Sulistyorini
pada 7 Januari 2021 di Gedung Kuliah
Umum (GKU) Itera.

“Dengan kerja sama ini, semoga
BIG dan Itera dapat berbagi pakai data
Ina-CORS CTRA (Indonesia Continuously
Operating Reference Station Institut
Teknologi Sumatera) di area kampus,”
kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BIG
Muhtadi Ganda Sutrisna yang hadir
menyaksikan penandatanganan kerja
sama BIG-Itera.

Pada momen ini, Ganda
menyampaikan bahwa BIG senantiasa
mendorong dan memfasilitasi berbagai
pihak agar dapat memanfaatkan data
Ina-CORS, terlebih dosen, mahasiswa,
dan peneliti di universitas yang memiliki

Penandatanganan perjanjian kerja sama antara BIG dengan Institut Teknologi Sumatera oleh Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika BIG Gatot Haryo
Pramono dan Ketua Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Itera Rahayu Sulistyorini pada 7 Januari 2021 di Gedung Kuliah Umum (GKU) Itera.

jurusan geodesi atau geomatika. “Kami
berharap, mereka tertarik melakukan
kerja sama di bidang penelitian,
pengembangan, pengkajian, dan
penerapan (litbangjirap) mengenai
pergerakan lempeng bumi di sesar
aktif,” tutur Ganda.

Data yang dihasilkan Ina-CORS dapat
digunakan untuk memantau pergerakan
lempeng bumi, studi geodinamika, riset
atmosfer,; ionosfer, serta keperluan
gempa bumi dan tsunami.

Penandatanganan kerja sama ini
merupakan tindak lanjut kesepakatan
antara Itera dengan BIG dengan Nomor:
019/1T9.A/MOU-ITERA/XI1/2017 dan
Nomor: B.13.1/KA/ PK/12/2017 pada
13 Desember 2017 tentang Penelitian,
Pemanfaatan dan Pengembangan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi Terkait
Informasi Geospasial. BIG dan Itera
sejak 2020 telah melakukan survei
bersama dan pemutakhiran titik pantau
geodinamika wilayah Sesar Semangko,
Lampung.

PERESMIAN STASIUN INA-CORS

Selain mengikat perjanjian, BIG
dan Itera bersama-sama meresmikan
beroperasinya stasiun Ina-CORS ke-9
yang berlokasi di lingkungan kampus
Itera pada 7 Januari 2021. Adanya
stasiun Ina-CORS ini diharapkan dapat
mendukung percepatan survei dan
pemetaan skala besar, sekaligus sebagai
upaya mitigasi multibencana nasional.

“Harapan kami, layanan data Ina-
CORS ini dapat dimanfaatkan secara
optimal guna mendukung penelitian
di bidang ilmu kebumian. Sehingga,
nantinya memberikan nilai lebih
bagi segenap civitas akademik Itera,
utamanya dalam mengembangkan
teknologi maupun pengelolaan data
CORS,” kata Ganda.

Pada kesempatan ini, Rektor
Itera Ofyar Z. Tamin menyampaikan
penghargaannya karena kampus yang
berada di Lampung Selatan tersebut
dipercaya sebagai lokasi Stasiun Ina-
CORS. “Ini akan kami manfaatkan untuk
pendidikan program studi geomatika,
khususnya bagi peneliti,” tutupnya.(™¢D

ONESIA!

VOL. VIII NO. 1, JANUARI-APRIL 2021 (Geospasial | 39




BIG EVENT
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Prof. Muh Aris Marfai Kepala BIG didampinggi jajaran pejabat BIG saat berdiskusi dengan GKR Mangkubumi dan Kepala BMKG terkait kondisi lingkungan/kawasan Gunung Merapi dengan data CSRT
dan data spasial lainnya yang dimiliki BIG pada Minggu, 21 Maret 2021.

MENGANTISIPASI MASALAH
LINGKUNGAN DI YOGYAKARTA

adan Informasi Geospasial

(BIG), Badan Meteorologi dan

Geofisika (BMKG), dan Daerah

Istimewa Yogyakarta (DIY)
sepakat melakukan kajian komprehensif
sebagai kegiatan percontohan bagi
wilayah lainnya dalam pengelolaan
lingkungan. BMKG dan BIG diharapkan
dapat saling mendukung dalam
penyediaan data dan pemetaan, agar
kajian dapat lebih terarah untuk
pemulihan dan memitigasi bencana ke
depan.

Kesepakatan tiga lembaga tersebut
didapatkan dalam breakfast meeting
yang diselenggarakan pada 21
Maret 2021 di Hotel Melia Purosani,
Yogyakarta. Acara dihadiri Kepala
BIG Muh Aris Marfai, Kepala BMKG
Dwikorita Karnawati, serta GKR
Mangkubumi yang merupakan putri
pertama Gubernur DIY Sri Sultan
Hamengkubuwono X.

Dalam suasana hangat dan akrab
sambil sarapan pagi, ketiganya

membahas berbagai upaya yang dapat
dilakukan untuk mengembalikan
fungsi lingkungan Kawasan Kagungan
Dalem di wilayah selatan Yogyakarta.
Selain itu, juga dibahas hal-hal yang
dapat dilakukan untuk mengantisipasi
bencana di Merapi.

Aris menekankan, saatnya
Yogyakarta memanfaatkan secara
optimal data bersama, khususnya
data-data yang terkait dengan
Informasi Geospasial (IG). “Data
yang ada harusnya dapat digunakan
secara optimum untuk merumuskan
permasalahan lingkungan di daerah
secara tajam dan komprehensif, agar
manfaatnya dapat dirasakan masyarakat
di daerah dan juga dalam pembangunan
nasional,” ujarnya.

Data yang perlu diperhatikan
dalam rentang waktu dekat ini
salah satunya data klimatologi.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati
menginformasikan, beberapa temuan
hasil studi awal data klimatologi,

bahwa di sekitar penghujung Maret
Yogyakarta akan dilanda cuaca ekstrem
yang menyebabkan terjadikan peralihan
hujan dan panas.

“Cuaca ekstrem ini diprediksi
dapat menaikan suhu cukup signifikan,
sehingga diperlukan pengendalian
untuk meminimalisir risiko bencana,”
tutur Dwikorita.

Menanggapi hal tersebut, GKR
Mangkubumi selaku pemangku
kepentingan menyatakan telah
berkoordinasi dengan Gubernur Jawa
Tengah untuk menerbitkan Surat
Keputusan Bersama (SKB) terkait
pengelolaan Gunung Merapi. Selain
itu, pihaknya secara rutin melakukan
pengawasan di Kawasan Kagungan
Dalem Gumuk Pasir yang berada di
pantai selatan Yogyakarta.

“Kawasan Gunung Merapi dan Pantai
Selatan merupakan bagian penting dari
pengelolaan wilayah keistimewaan
di Provinsi Yogyakarta. Sehingga,
monitoring untuk menjaga dan
mengembalikan fungsi lingkungan pada
wilayah tersebut menjadi prioritas,”
tegasnya.(™M¢eh
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Vira Marfai (tengah) memberikan arahan dalam kegiatan rapat rencana kerja DWP BIG di Aula BIG Minggu, 21 Maret 2021.

Dharma Wanita Persatuan BIG

SELARASKAN KEGIATAN DENGAN
VISI MISI PEMERINTAH

i balik kesuksesan seorang

pria, ada wanita hebat di

belakangnya. Istilah ini begitu

membumi di Indonesia,
seakan menegaskan bahwa seorang
istri memiliki posisi penting dalam
pencapaian karier suami.

Istri yang ‘hebat’, bila diberi
kesempatan, akan memberikan manfaat
bagi banyak orang. Dedikasi istri dalam
berbuat “sesuatu’ untuk kepentingan
masyarakat, terekam dalam berbagai
kegiatan Dharma Wanita Persatuan
(DWP) yang tersebar di seluruh
Indonesia.

DWP adalah organisasi yang
menghimpun para istri Aparatur Sipil
Negara (ASN) di Indonesia. DWP berada
di bawah naungan lembaga atau instansi
tempat suaminya bekerja. Seluruh DWP
yang ada, menginduk pada DWP pusat
di bawah Kementerian Pemberdayaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PANRB).

Setiap DWP memiliki agenda
kegiatan masing-masing yang umumnya

sejalan dengan program pemerintah.
Begitu pula dengan DWP di lingkup
Badan Informasi Geospasial (BIG).

PASAR ONLINE

Ketua DWP BIG Vira Ardiati Marfai
memaparkan, saat ini ada tiga bidang
yang menjadi concern utama pihaknya,
yaitu bidang ekonomi, pendidikan, dan
bidang sosial budaya. Aktualisasinya
untuk bidang Pendidikan, pada 8
April 2021 diadakan kajian bertema
‘Keceriaan Ramadan Bersama Keluarga’.

Sedangkan, di bidang sosial budaya
mengadakan santunan untuk yatim dan

duafa yang dilaksanakan pada Mei 2021.

Di bidang ekonomi, DWP BIG menggelar
pasar online yang diadakan setiap
Kamis, dimulai pada 8 April 2021.

“Tujuan utama pasar online adalah
pemberdayaan ekonomi anggota.
Saat ini, masih terbatas dari dan
untuk anggota DWP. Diharapkan, ke
depan pasar bisa dikembangkan lebih
luas. Sementara ini melalui WA grup

silaturahmi anggota DWP BIG. Saat
ini, sudah terdaftar 10 ibu yang akan
menawarkan produknya,” tutur Vira.

Tak dipungkiri, situasi pandemi
membuat gerak DWP BIG tidak leluasa.
Mereka yang biasanya dapat menyapa
langsung masyarakat dalam berbagai
kegiatan, kini hanya bisa silaturahmi
secara daring.

Namun, apa pun kondisinya tak
menyurutkan langkah DWP BIG
melakukan kegiatan. Semua dilakukan
demi mendukung visi misi pemerintah
untuk membangun sumber daya
manusia (SDM) Indonesia melalui
penguatan bidang pendidikan, ekonomi,
dan sosial budaya.

“Saat ini, pandemi masih membatasi
gerak kita. Tentunya akan banyak
kegiatan kita yang dilakukan secara
daring. Kita sekarang sedang inventaris
data anggota yang bisa kita explore
dan kita manfaatkan. Kita gali untuk
mengoptimalkan kerja di masing-
masing bidang,” pungkas Vira.(M¢)
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KONTEN GEOSPASIAL RUPABUMI
UNTUK ANALISIS SPASIAL

esatnya perkembangan teknologi komputer,

menghasilkan konsepsi baru tentang cara pemecahan

masalah yang dikenal dengan artificial intelligence

(Al) atau kecerdasan buatan. Sesuai dengan namanya,
Al bertujuan membuat sebuah program komputer mampu
menirukan fungsi kognitif manusia, seperti menganalisis dan
memecahkan masalah.

Machine learning (ML) adalah bagian dari Al. ML adalah
algoritma komputer (model) yang dibuat berdasarkan
sekumpulan data percontoh yang dikenal sebagai data
training untuk menghasilkan prediksi mandiri. Beberapa
algoritma ML yang populer digunakan dalam ilmu geospasial
adalah Random Forest (RF), Support Vector Machine (SVM),
Bayesian Network dan Artificial Neural Network (ANN) atau
Deep Learning (DL).

Saat ini, Bidang Penelitian dan unit teknis lainnya di BIG
sedang melakukan riset serta pengembangan model DL yang
mampu melakukan ekstraksi fitur rupabumi secara otomatis.
Hal ini dilakukan untuk penyediaan Peta Rupabumi Indonesia
(RBI) skala besar yang menjadi tanggung jawab BIG.

Tantangan terbesar dalam fitur rupabumi adalah
bangunan. Sebab, karakteristik bangunan di Indonesia
bentuknya cenderung tidak beraturan dengan jarak
antarbangunan relatif dekat dan berimpit.

Pada tahun anggaran 2020, Bidang Penelitian BIG
melakukan penelitian pembuatan model DL untuk
ekstraksi otomatis fitur bangunan dengan teknik semantic
segmentation. Teknik ini menggunakan Kklasifikasi setiap
piksel dalam gambar ke dalam label bangunan atau non-
bangunan.

Luaran teknik semantic segmentation tidak membedakan
label ke dalam objek-objek individual. Sebagai ilustrasi,
pada sebuah gambar yang di dalamnya terdapat tiga
bangunan, teknik semantic segmentation akan memberikan
label ‘bangunan’ kepada ketiganya, bukan label ‘bangunan
1, ‘bangunan 2’, ataupun ‘bangunan 3’. Model DL yang
mengaplikasikan teknik semantic segmentation adalah Unet,
yang dalam penelitian ini dibagi lagi ke dalam dua arsitektur,
yaitu Small Unet dan Full Unet.

SEQUENTIAL TRAINING

Penelitian yang dilakukan Bidang Penelitian BIG tersebut
bertujuan mengembangkan metode ekstraksi otomatis

fitur-fitur pada Peta RBI skala besar. Metode yang digunakan
dalam proses pembuatan model DL adalah strategi sequential
training, di mana setiap dataset diolah secara berurutan
dengan hasil dari model sebelumnya sebagai pretrained
weight untuk model berikutnya.

Data training yang digunakan adalah raster RGB dari data
foto udara maupun unmanned aerial vehicle (UAV). Penelitian
ini menggunakan dua dataset wilayah Indonesia, yaitu foto
UAV kantor BIG dan foto udara Kota Tanjung Pinang serta dua
dataset dari luar negeri yang diunduh secara daring, yaitu
Wuhan University (WHU) dan Kota Austin, Texas.

Parameter training yang digunakan dalam eksperimen
memiliki nilai sama untuk semua model, yakni jumlah
epoch 30, fungsi optimasi Adam (Kingma & Ba, 2015), initial
learning rate 10-4, dan ukuran batch 64 file.

Uji kualitas model semantic segmentation yang dihasilkan
menggunakan indikator berupa model loss binary cross
entropy (BCE), pixel accuracy dan mean Intersection over
Union (IoU).
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Gambar: Hasil penerapan model semantic segmentation terhadap data RGB (non-training data)

OVERFITTING

Ekstraksi fitur bangunan pada Peta RBI skala besar dapat
dilakukan secara otomatis dengan menerapkan metode
semantic segmentation. Model terbaik yang diperoleh untuk
arsitektur small unet pada epok maksimal 30 menghasilkan
nilai model loss 0,095; akurasi piksel 0,943; dan intersect over
union (IoU) 0,783.

Sementara itu, arsitektur full unet menghasilkan nilai yang
lebih baik, yaitu 0,064 untuk model loss; 0,953 untuk akurasi
piksel; dan 0,854 untuk IoU. Kedua arsitektur tersebut
memperoleh hasil terbaik pada kombinasi data Tanjung
Pinang sebagai pretrained weight untuk dataset training BIG.

Penerapan model yang diperoleh terhadap data RGB
(non-training) belum memberikan hasil optimal, tampak jelas
banyak dihasilkan false positive. Hasil ini menjadi indikasi
adanya overfitting terhadap data training.

Meskipun pada dataset test model yang dibuat
memberikan hasil yang bagus, pada data baru model tersebut
menunjukkan berbagai kesalahan prediksi. Ada false positive
maupun false negative.

Faktor penyebab terjadinya kesalahan prediksi karena
model yang dibuat mengalami overfitting, yakni kondisi di
mana model sangat baik dalam memprediksi dataset training
dan dataset test, namun gagal memprediksi data baru. Untuk
mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan optimalisasi
arsitektur model, antara lain dengan memodifikasi layer-layer
konvolusi yang digunakan dan penggunaan loss function yang
bersifat lebih general (generalisasi).

Penelitian ini termasuk kategori pemodelan klasifikasi,
sehingga loss function yang digunakan Binary Cross Entropy
(BCE). Terdapat beberapa alternatif loss function yang dapat
digunakan pada problem klasifikasi, antara lain focal loss, log
loss, relative entropy, hinge loss dan exponential loss.

*) Tulisan merupakan hasil penelitian yang dilakukan
oleh Bidang Penelitian Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja
Sama Badan Informasi Geospasial pada tahun 2020.
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ANTARA ADA
DAN TIADA

alam tata kepemerintahan,

data memegang peranan

sangat strategis. Data

yang tidak valid atau tidak
mutakhir, akan menghasilkan kebijakan
atau keputusan yang buruk dan
membahayakan nyawa seseorang.

Sayangnya, Indonesia kerap kali
terjebak dalam lubang yang sama, yaitu
tidak sinkronnya data yang dihasilkan
masing-masing lembaga pemerintah.
Ambil contoh, data jumlah pasien
COVID-19 di DKI Jakarta pada 15 Maret
2021 pukul 10.00 WIB yang ditampilkan
situs web corona.jakarta.go.id. Data pada
situs yang dikelola Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta tersebut berbeda dengan
yang dikeluarkan web covid19.go.id.

Pada web corona.jakarta.go.id,
jumlah kasus positif COVID-19 di
wilayah DKI Jakarta berkisar 359.980
orang. Sedangkan, di situs web covid19.
go.id yang dikelola Gugus Tugas
Percepatan Penanganan COVID-19
menampilkan angka 359.987 kasus
positif di DKI Jakarta.

TIDAK PRAKTIS

Ketidaksinkronan data disebabkan
dua sumber masalah. Pertama,
perbedaan standar yang digunakan
mengumpulkan data. Kedua, faktor
egosektoral.

Untuk mengatasi sengkarut
manajemen data di Indonesia, Presiden
Joko Widodo mengeluarkan Peraturan

Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Satu Data Indonesia. Secara garis

besar, regulasi ini cukup komprehensif
mengatur manajemen data di Indonesia,
mulai dari pengelolaan data, pihak
penyelenggara Satu Data Indonesia, dan
pembatasan akses data.

Namun, ternyata banyak pengaturan
dalam regulasi ini cenderung tidak
praktis. Salah satunya organisasi
penyelenggara Satu Data di Indonesia
dibuat terlalu gemuk.

Penyelenggara satu data di
Indonesia dibagi menjadi penyelenggara
tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/
kota yang mana di masing-masing
tingkat terdapat unsur forum satu data,
pembina data, wali data, dan produsen
data. Struktur ini mengesankan
ketidakpercayadirian pemerintah
mengendalikan wali data dan produsen
data, khususnya tingkat daerah.

Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15
ayat (2) diatur bahwa wali data dan
produsen data tingkat pusat akan diatur
dalam Peraturan Menteri, Peraturan
Lembaga, dan Peraturan Badan.
Ketentuan ini berpotensi menimbulkan
keruwetan kebijakan, karena tidak
jelas siapa yang berwenang membuat
pengaturan wali data dan produsen
data tingkat pusat. Permasalahan
kewenangan ini juga muncul di level
daerah.

Persoalan lain pun terkuak,
pemerintah belum menetapkan data
prioritas. Ini merupakan data yang telah

BIG IDEA

Oleh

AKkbar Hiznu Mawanda,
S.H., M.H.

(Perancang Peraturan
Perundang-undangan pada
Badan Informasi Geospasial)

terpilih menjadi prioritas utama dalam
penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
Untuk masuk dalam kriteria data
prioritas, data tersebut harus disepakati
dalam Forum Satu Data sebagai data
prioritas

Sampai saat ini, baru tiga lembaga
pemerintah yang ditunjuk sebagai
pembina data. Badan Informasi
Geospasial (BIG) sebagai pembina data
geospasial, Badan Pusat Statistik (BPS)
sebagai pembina data statistik, dan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
sebagai pembina data keuangan negara.
Belum ada penetapan pembina data
untuk jenis atau tema data yang lain,
termasuk data penanganan COVID-19.

Insiden tumpang tindih dan
perbedaan data masih terus terjadi. Ini
menandakan Perpres Nomor 39 Tahun
2019 belum berjalan sebagaimana
mestinya.

Ke depan, regulasi penyelenggaraan
Satu Data Indonesia perlu dirampingkan
lagi, dan seyogyanya pemerintah
pusat memberikan stick and carrot
bagi setiap unsur penyelenggara satu
data Indonesia, demi terwujudnya
manajemen data Indonesia yang lebih
baik. (M
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Acara "Pisah Sambut Kepala BIG dan Ketua DWP BIG' pada Kamis,
18 Februari 2021.

Staf Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika melakukan
survei gaya berat absolut di Serang, Banten pada 8 Februari 2021.

Kepala BIG melakukan audiensi dengan Menteri PPN secara daring
pada 9 Maret 2021.

Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG), Muhtadi
Ganda Sutrisna melantik serta mengambil sumpah janji dua pejabat
struktural dan sepuluh pejabat fungsional BIG pada Rabu, 31 Maret
2021.

"
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Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai
menyerahkan 250 arsip statis kepada Arsip Nasional Republik
Indonesia (ANRI) pada Selasa, 6 April 2021.

Tim Satuan Reaksi Cepat BIG melakukan pemetaan pasca bencana di
Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur pada 20 April 2021.
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Audiensi Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat (Dittopad) dengan
Kepala BIG di Cibinong pada 22 April 2021.

BIG melaksanakan vaksinasi Covid-19 tahap kedua bagi seluruh
pegawai pada Rabu, 21 April 2021, dan Kamis, 22 April 2021 .
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Penandatanganan dokumen perjanjian kKerja sama antara BIG dengan
Universitas Dr. Soetomo, di Surabaya pada 29 April 2021.

Refleksi Tahunan BIG 2020 bertema “BIG di antara pandemi dan UU
Cipta Kerja” yang dilaksanakan secara luring dan daring di Kantor BIG,
Rabu, 28 April 2021.

Workshop Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
Korupsi dan Sharing Session Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di The Sahira Hotel,
Bogor, pada Kamis, 29 April 2021.

Acara Sosialisasi Perpres Nomor 23 Tahun 2021 terkait Kebijakan
Satu Peta pada Kamis, 29 April 2021.
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